QIENOL AT TINCC'YT ACCANN/ E ARM RMEOLIDE 700 Y
YR, Il'l“J}I;""\'.‘i‘ »l‘ ﬁ LA 3‘4'.'-'i’ AU /A "‘! ‘%! [ Py} “F!i‘wi i}‘idi' Ii'Q‘s.g l:?};' ]'\h: *" )

PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF
 DAN HUKUM ISLAM

o PURWOKER TGl

SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Hukum Islam

Oleh :
Nama : ANITA RAHMAWATI
NIM : 01264003
Jurusan : Syari'ah

Prodi : Al-Ahwal al-Syakhshivah

W
! 'uv-{'."*"na,'..,_h-":‘
VIRVYYRINILIS L Q)

2006

A LA

A &

o m‘;!b‘#ﬁ
Wl

/ “nih



PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIK
DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Sckolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu Hukum Islam

Oleh :
Nama : ANITA RAHMAWATI
NIM : 01264003
Jurusan : Syari’ah
Prodi : Al-Akhwal Asy-Syakhshiyah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGER] (STA]N)
PURWOKERTO
2006




Dengan ini saya :

Nama
NIM
Jenjang
Jurusan

Program Studi

Judul Skripsi

PERNYATAAN KEASLIAN

. Anita Rahmawati

: 01264003

: S-1

. Syari’ah

. Al-Akhwal Al-Syakhshiyah

: PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM

ISLAM

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil

penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk

sumbernya.

Purwokerto, September 2006
Saya yang menyatakan,

s

Anita Rahmawati
NIM. 01264003




Iin Solikhin, M.Ag.
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal  : Pengajuan Skripsi
Sdri. Anita Rahmawati
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Purwokerto, September 2006
Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di

Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan

seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan skripsi saudari:

Nama . Anita Rahmawati

NIM : 01264003

Jurusan/Prodi @ Syari’ah/ Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul : “PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM”

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudari tersebut di atas dapat

dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

i




DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO '
Alamat: JI. A. Yani No. 40 A B (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Anita Rahmawati

NIM - 01264003
Jurusan/Prodi  : Syari'ah/ al-Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Skripsi . Perkosaan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Telah dimunaqosahkan di depan Dewan Sidang Munaqosah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 16 September 2006.

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi strata satu (S1) guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

Purwokerto, 16 September 2006

Dewan Munaqosah:

Ketua Sidang ekertaris Sidang

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag idwan, M.Ag
NIP. 150 252 267 NI§. 150 299 959

//P 150 318 451\
‘—%Pem ‘
Drs. A. Y.uthfi l!—}ni{ié, MAc

NIP. 150 252 267 Kb U S 500

=

Mengetahm/Men esahkan

e




MOTTO & S o

Menantang rintangan dan penderitaan itu lebif mulia
daripada surut Re belakang
menuju Retentraman

(Kahlil Gibran)



PERSEMBAIIAN A

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini

untuk ;

2

(U%]

Ayah dan Ibu, ... sumber segala cinta, iba, rindu dan maafku. Cintamu
memberiku kekuatan, ibarnu memberiku keteduhan, rindumu memberiku
kehangatan dan maafmu memberiku ketegaran. Semoga aku bisa menjadi
seperti apa yang terlantun dalam setiap do'amu.

Kakak dan adik tersayang, serta keponakan tercinta, ... kalian penyempurna
kebahagiaanku, mengikis kesedihanku, tempat terindah dalam hidupku.

Mas Tri-ku, ... akhirnya ku menemukanmu!!! Semoga Allah senantiasa
mendekatkan  kita karena "Purwokerto-Yogyakarta" selalu membuatku
meneteskan air mata.

Sobat-sobatku termanis, Aish, Ely dan Sitta, ... indahnya saat bersama berbagi
tangis dan tawa. Semoga persahabatan kita mampu menembus ruang dan
waktu.

Teman-teman 2001, ... makasih kebersamaannya. [ will miss you, guys. . !
Teman-teman KKN Pasiraman Kidul-Pekuncen-Banyumas (Mami Koes. Mba
E’L, I'M, Is-N@eni, Jacky & Soara)

Tak ketinggalan seluruh Crew keluarga besar “Yadien Computer” yang
dengan ikhlas telah membantu selesainya penulisan ini, semoga mendapatkan

balasan setimpal dari Allah. Amin
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PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB LATIN ©

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab
dikembangkan dengan hurut dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan

sebagian lagi dikembangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Nama Huruf Latin Nama
I alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba b be
[ Ta t te
< Tsa ts te dan es
z Jim J je
z ha H ha (de;t%z;? garis
t kha Kh ka dan ha
3 dal Dal de
3 dzal Dz de dan zet
) Ra R gt
3 Zai & zet
Yy Sin S es
o syin Sy es dan ye
P Sad Sh es dan ha
P Dad Dh de dan ha
b Tha Th te dan ha
e —

Y pedoman transliterasi yang di gunaan dalam penulisan “sKripsi i adalah Pedoman

Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/]1987 dan Menteri P & K
Nomor: 0543/1987 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI yang telah
direvisi, Jakarta, 2003 =



b Zha Zh zet dan ha
t_ ‘ain koma terbalik di atas
i gain Gh ge dan ha
< 1 Fa F ef

S Qaf Q ki

3 Kaf K ka

J Lam L el

¢ mimﬂd o M em

o nun N en

9 wau W we

0 ha H ha

s hamzah ’ a postrof
3 Ya Y ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia atau monoftong dan

vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin | Nama
g fathah a a
= kasrah i i
E— dhammah u u
Contoh:
g . katabu "‘é :LE - vad-habu



.. - Ly 8
J= o Ja'alu J-‘-d o osu'ila

ﬁ e
; S - deukira

b. Vokal rangkap

Harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama
... Fathah ai adan i
W Fathah au adanu
Contoh:

Joj:b : Haula LA-;S Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama
Huruf
TS T Fathah, alif dan ya a a dan garis di atas

Seeren Kasrah dan ya i i dan garis di atas
o Dhammah dan ~ .
Beennnn wawu U u dan garis diatas

Contoh

JB . qala ‘_}:.5 - qila
-] rd f o/’/
) (rama ' J 92 yaqiilu

X1



4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua

1) Ta marbutah

2)

3)

Ta marbuthoh yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah ( h).

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya adalah ta marbuthah diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta martubtoh itu diteransliterasinya dengan ha ( h )

Contoh:

b : Thalhah

5)}.’.\1 Ay I Al-Madinatu Al Munawwaroh

Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu; namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti
oleh huruf Qomariyah
Syaddah (tasydid)

Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi
tanda syaddah itu.

Contoh:

\-2: y  rabbana

},\J‘ s al-birr

X1



4)

5)

6)

7)

Penulisan Kata

Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa
perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini

dengan dirangkaikan.
oV A e b D OV g ditulis Wa innalldha lahuwa khairurrdzigin

Huruf kapital
Huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

Penerjemahan

Khususnya penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan cara

periwayatan hadits sebagaimana terdapat pada sanad hadits (misalnya RRCSE

5 b >y memakai simbol <> dengan maksud untuk memudahkan

mengikuti arti dari matan.

Singkatan-singkatan

SWT - Subhanahu wa ta’'dla

SAW : Shalallahu ‘alaihi wa sallam

Q.S : Qur’an Surat

Cet : Cetakan

hlm : halaman

ter] : terjamah

ed . editor

KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
No : Nomor

X111
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BAB I \

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tak dapat dipungkin bahwa arus globalisasi yang melanda negeri ini
telah membawa beragam pengaruh terhadap pola hidup masyarakatnya. Proses
modernisasi, urbanisasi, mekanisasi dan industrialisasi di tengah masyarakat
selain memberikan berbagai kemudahan bagi manusia di lain sisi juga
menimbulkan ekses negatif-destruktif yang tak kalah hébat.

Munculnya banyak masalah sosial sebagai produk samping dari
kemajuan zaman merupakan hal yang tak bisa dihindari lagi. Dampaknya,
orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma
umum dengan jalan berbuat semau sendin demi keuntungan sendin dan
kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Wujud perilaku menyimpang yang kerapkali dijumpai dalam
masyarakat adalah deviasi seksual berupa tindak perkosaan. Dorongan
melakukan hubungan seks disertai paksaan bahkan ancaman tersebut
dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Maraknya pergaulan bebas tanpa kontrol
diri yang memadai bisa menjerumuskan seseorang melakukan tindakan itu.
Akibatnya orang menjadi mudah dipengaruhi rangsangan eksternal seperti
pengaruh dari film biru,)buku porno, bacaan immoral dan sadistis, pertunjukan

erotis, serta kecenderungan untuk meniru perbuatan anti sosial yang

dilihatnya. Selain itu, reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior



depresi hebat, rasa kesunyian, menuntut pengakuan diri, emosi, balas dendam
dan kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita juga dapat mendorong
terjadinya perkosaan.1

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual merupakan
fenomena yang telah terjadi sejak peradaban manusia ada, dan di belahan
dunia manapun menyepakati bahwa perkosaan merupakan pelanggaran
terhadap hak asasi manusia. Tak hanya itu, dalam masyarakat perkosaan juga
merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di
dalamnya seperti norma hukum dan norma agama.

Dalam hukum pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP (Kitab
Undang-undang Hukum Pidana) yang berbunyi: “Barang siapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh
dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun”?

Jadi hukuman yang diancamkan dalam pasal ini adalah bagi pria yang
memaksa wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh disertai dengan tindak

kekerasan atau ancaman kekerasan, dan terhadap delik ini dituntut dengan

hukuman maksimal dua belas tahun penjara.

! Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja,(Jakarta: Rajawali Pers, 1992)

hisr. 22

2 R. Sugandhi, KUHP don Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), him. 302



Dengan demikian, delik ini termasuk dalam delik kejahatan, apabila:’

1. Terjadi persetubuhan, yaitu anggota kelamin pria telah masuk ke dalam
lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhimya
mengeluarkan air mani.

2. Persetubuhan itu dilakukan dengan kekerasan, yaitu menggunakan tenaga
atau kekuatan badan sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan
orang tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan sama sekali sehingga
tidak mungkin mengadakan perlawanan sedikitpun.

3. Persetubuhan itu dilakukan bukan dengan istrinya.

4. Persetubuhan itu dilakukan dengan paksaan.

Sementara dalam hukum [slam, perkosaan dikategorikan ke dalam
jarimah hudid, yaitu jarimah zina di mana pelakunya dapat dituntut dengan

hukuman Aad zina. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat an-Niir ayat 2 :
1 ) 3 e e 3y U8 V8 L300, Sy
LAY Sl Al e KK A g L8 E G
1, O yel) e Al Logifde Ngtal

Dalam aplikasinya, pelaku zina digolongkan ke dalam dua hal, yaitu

=ina ghairu muhshan (tidak terikat perkawinan), dikcnakan sanksi seratus kali

dera, dan zina muhshan (terikat perkawinan) dikenakan sanksi hukum berupa

rajam, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut 3

¥ Ibid.

4 Al-Qur’an Surat an-Nir : 2.

5 Abdur Rahman I Doi, Syari‘ah The Islamic Law, terj. Wadi Masturi, Tindak Pidana
dalam Syari‘ah Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), him. 36.



1. Si pelanggar dalam keadaan sehat pikiran

2. Dia seorang muslim
3. Telah (pernah) menikah.
4. Dewasa
5. Merdeka

Selain itu, dalam tindak perkosaan sangat memungkinkan pelaku
melakukan kekerasan fisik berupa penganiayaan yang mengakibatkan luka
pada anggota tubuh korbannya. Dalam hal ini hukuman yang diberlakukan
adalah gishdsh yakni dibalas dengan hukuman yang sebanding dengan
perbuatannya. Apabila terbatas pada ancaman, hukumannya adalah ra’zir, di
mana keputusan hakimlah yang menentukan hukumannya ® Mengenai hukum
perempuan yang diperkosa, jumhur fugaha berpendapat bahwa seorang

perempuan yang dipaksa untuk berbuat zina tidak dikenai sanksi atau

hukuman baginya.7

Dari paparan di atas, terlihat ada beberapa perbedaan yang mendasar
antara hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam penjatuhan sanksi bagi
pelaku tindak perkosaan, yaitu pidana penjara maksimal dua belas tahun
dalam hukum pidana. Sedangkan hukum pidana Islam pelaku perkosaan
dikenakan sanksi hudiid yaitu jarimah zina, di mana pelaku yang belum

menikah (ghairu muhshan) seratus kali dera dan apabila pelaku yang telah

6 Husein Muhammad, Figh Perempuan, (Yogyakarta : LkiS, 2002), hlm. 159
7 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fighu al Islim, (Beirit : Dar al Figh, 1984), jilid V. him_ 400,



atau pernah menikah (muhshan) dikenakan sanksi hukum berupa rajam,
bahkan untuk kasus penganiayaan pelaku dapat dikenakan gishdsh.

Mengingat adanya perbedaan antara hukum pidana dan hukum Islam
dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak perkosaan, maka penulis merasa
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak perkosaan dalam

pandangan hukum pidana dan hukum Islam dengan mengambil judut

PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan salah pengertian,
dari judul skripsi di atas, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan

penjelasan secara singkat. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Perkosaan

Perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan dengan cara
memaksa atan melakukan tindak kekerasan dan bertentangan dengan
kehendak sang korban.® Dalam hukum pidana di Indonesia, rumusan
perkosaan mutlak hanya ditujukan jika dilakukan oleh laki-laki terhadap
pere:mpuan.9 Sedangkan dalam hukum Islam, definisi perkosaan mencakup
segala bentuk persetubuhan baik dilakukan oleh scsama jenis ataupun jenis

kelamin yang berbeda. 10

® Nina Surtiretna, Bimbingan Seks Bagi Remaja, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)

him. 94.
9 R. Sugandhi, KUHP, him.302.
10 Muhyidin, Perempuan dan  Pria  Setara di - Hudapan  Tuhan, (o line)

(http://www.rahima.or.id, 2003, diakses 27 Juni 2006).



2. Hukum Positif

Hukum Positif adalah hukum yang berlaku pada suatu daerah
tertentu.)! Dalam hal ini, hukum positif vang dimaksud adalah hukum
pidana yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu
Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang
diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang
beragama Islam.'? Berhubung dalam 1slam tidak adanya kodifikasi hukum
yang terangkum secara khusus dan sistematis, maka dalam hal ini hukum
Islam yang penulis maksud adalah ketentuan-ketentuan hukum yang
merujuk pada pendapat para fuqaha dalam kitab-kitab figh.

Dari penegasan istilah di atas, maka yang dimaksud dengan
“PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM” dalam
skripsi ini adalah konsep perkosaan dalam pandangan hukum positif yakni

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan hukum Islam (figh).

1 3 Simorangkir, Rudi Erwin, Prasetyo, Kamus Hukum, (Jakarta * Bumi Aksara, 1995)

him. 69.
12 Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam 11, (Jakarta : Wacana Timu, 1997), him. 12.




C. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah
dalam skripsi ini adalah :
1. Bagimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang perkosaan ?
2. Bagaimana sanksi hukum yang diberlakukan bagi pelaku perkosaan

menurut hukum pidana dan hukum Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum pidana dan
hukum Islam tentang tindak perkosaan.
b. Untuk mengetahui ketentuan sanksi hukum bagi pelaku perkosaan
menurut hukum pidana dan hukum Islam.
2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat
memberikan kontribusi  pemikiran bagi pengembangan ilmu
pengetahuan terutama dalam bidang hukum positif dan hukum Islam,
khususnya dalam masalah perkosaan, serta bermanfaat bagi penelitian-
penelitian hukum positif dan hukum Islam selanjutnya.

b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam konteks penanganan

masalah perkosaan.




E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai tindak perkosaan telah banyak dibahas pada
beberapa literatur dan karya ilmiah, akan tetapi belum ada yang secara khusus
dan intensif membahas tentang tindak perkosaan menurut hukum positif dan
hukum Islam.

Seperti Nina Surtiretna-dalam buku berjudul Bimbingan Seks Bagi
Remaja, yang membahas mengenai definisi seks sccara luas dan problematika-
problematika yang muncul berkenaan dengan hal tersebut. Di dalamnya juga
terhimpun pembahasan mengenai  perkosaan yang didefinisikan sebagai
persetubuhan yang dilakukan dengan cara memaksa atau disertai dengan
iindak keacrasan, dan bertentangan dengan kehendak sang korban. 1

Dalam buku /slam dan Konstruksi Seksualitas karya Irwan Abdullah,
dkk., dibahas mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dinilai sebagai
pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau
kejahatan tersebut dilakukan secara fisik maupun scksual yang terjadi di ruang
domestik ataupun publik. Di samping itu juga terdapat pembahasan mengenai
perkosaan yang diartikan sebagai proses intimidasi yang disadari dimana laki-

laki berusaha untuk menguasai perempuan (secara fisik dan seksual) dengan

ketakutan.

Topo Santoso dalam karya berjudul Membumikan Hukum Pidana
Islam hanya menjelaskan secara umum tentang hukum pidana yang

menurutnya hanya memuat fentang aturan-aturan hukum yang mengikat

13 Nlina Surtiretna, Bimbingan, him.94.
14 £ di Santosa (ed), Jslam, him. 123.




kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yakni
akibat berupa pidana. Di dalamnya juga terangkum pembahasan mengenai
jenis-jenis tindak pidana beserta sanksi hukumnya, termasuk pembahasan
mengenai sanksi hukum bagi pelaku perkosaan berupa hukuman had zina."”

Dalam buku Figh Perempuan karya Husein Muhammad, dibahas
mengenai figh perempuan dalam perspektif keadilan gender yang menyoroti
berbagai ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan melalui kajian
terhadap teks-teks keagamaan klasik. Di samping itu juga terhimpun
pembahasan mengenai hukuman terhadap pelaku perkosaan, dimana
disebutkan bahwa pelaku perkosaan dapat dikenakan dua hukuman sekaligus
yaitu hukuman hudiid atas perzinaan, dan kedua hukuman gishdsh atas
penganiayaan. 16

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam kitab al-Jami’ [f Fighi an-
Nisd yang selanjutnya diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar dengan judul Figih
Wanita membahas tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita
seperti thaharah, shalat, puasa, nikah, dan hidup bertetangga, sampai pada
masalah jual beli yang disertai dengan pendapat-pendapat para fugaha. Di
dalamnya juga disebutkan mengenai hukum perempuan yang diperkosa bahwa

seorang wanita yang diperkosa tidak boleh menikah sehingga telah menjalani

25.

15 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Isnani, 2003), him.

16 Husein Muhammad, Figh., hlm. 159.
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masa bersuci tiga kali. Dan jika ragu terhadap haidnya maka dia juga tidak
boleh menikah sehingga dia terlepas dari keraguan tersebut.!”

Dalam buku Hukum Pidana Islam, karya Ahmad Wardi Muslich,
dibahas mengenai tindak pidana beserta hukumannya, di mana terdapat
klasifikasi jarimah yang terbagi menjadi tiga yaitu hudid, gishdsh dan diyat
serta jarimah ta’zir. Di dalamnya juga terangkum uraian ringkas tentang
persetubuhan karena dipaksa (perkosaan) yang dikategorikan ke dalam
jarimah hudid, disebutkan bahwa tidak ada hukuman had bagi wanita yang
dipaksa berzina, sementara bagi laki-laki yang dipaksa berzina, ada pendapat
yang menyatakan tetap harus dikenai hukuman had dan ada pula pendapat
yang menyatakan mereka tidak dikenakan hukuman had.'®

Kemudian dalam buku berjudul Syari‘uh The Islamic Law, karangan
Abdur Rahman I Doi yang sclanjutnya diterjemahkan oleh Wadi Masturi
dengan judul Tindak Pidana dalam Syari‘at Islam, membahas tentang macam-
macam tindak pidana serta ancaman hukumannya. Sclain itu juga terdapat
pembahasan perihal pertanggungjawaban hukuman, di mana disebutkan
bahwa ada tiga hal yang dapat membuat seseorang tidak dapat dituntut
tanggungjawab atas apa yang dilakukannya, yaitu pada :

1. Orang yang gila sampai dia sadar.
9 Anak-anak sampai dia mencapai puber.

3. Orang yang tidur sampai dia bangun. 19

7 Syaikh Kamil Muhammad, al-Jami’ Fi Fighi an-Nisd, Terj. Abdul Ghoffar Fioh
. ar, Fig

Wanita, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 573.

18 i i j
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta - Sinar Grafik -
19 ‘Abdur Rahman, 1 Doi, Syariah, him. 15. r Grafika, 2005), him. 22.
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Pada beberapa literatur yang ada scperti tersebut di atas, penulis
melihat belum ada karya yang secara spesifik mengkaji mengenai perkosaan
dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu bahwa
permasalahan yang diambil oleh penulis mengkhususkan pembahasannya pada
sanksi hukum perkosaan menurut hukum positif dan hukum Islam sehingga
dari penelitian ini akan diperoleh suatu perbandingan antara pelaksanaan yang

ada dalam hukum positif dan hukum Islam.

Metode Penelitian

Adapun metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut.

1. Sifat Penelitian
Penelitian ini adalah termasuk wilayah penelitian hukum. Adapun
metode pendekatan yang digunakan bersifat normatif (/egal research).
Dengan demikian corak penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
atau disebut juga penelitian hukum doktriner yakni peneltian yang
dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau

bahan-bahan hukum yang lain.”

2. Jenis Penelitian

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang
diperoleh melalui penelitian pustaka (/ibrary research), yaitu suatu jenis

penelitian yang hanya melakukan studi terhadap data kepustakaan. Dalam

13.

20 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dan Prakiek, (Jakarta: Sinar Grafika 1991), him
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hal ini penulis mengumpulkan data-data pelngkap atau penunjang yang

ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

a. Bahan Penelitian

1)

2)

3)

Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang
mengikat yang terdiri dari al-Qur'an dan Hadits, KUHP, KUHAP,
KHI, UU Kesehatan, buku-buku (/igh Perempuan, Islam Dan
Konstruksi Seksualitas), kitab-kitab (berupa kitab asli dan
terjemah).

Bahan hukum sekunder merupakan baﬁan-bahan hukum yang
memberikan penjelasan tentang hukum primer seperti makalah,
berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian.
Bahan hukum tersier, merupakan data yang memberikan petunjuk,
pelengkap atau penjelas dari primer dan sekunder, berupa kamus
(berupa Kamus Bahasa Indonesia pengarang Departemen
Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Hukum pengarang J.

Simorangkir) dan Ensiklopedia.

b. Alat Pengumpul Data

Metode dokumentasi yaitu data menghenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, buku, majalah dan sebagainya.?’

2 gyharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendckaran Prakiek, Revisi 11 Jakara
- Rineka Cipta. 1993), him 15.
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3. Metode Analisa Data
Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan
analisis dengan menggunakan metode content analysis secara kualitatif,
yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, asas-
asas hukum yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum pidana.
Selain itu penulis menggunakan metode komparatif, yaitu dengan
membandingkan ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum Islam dan

hukum pidana mengenai tindak perkosaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penulisan dan pembahasan, maka penulis
membuat sistematika penulisan yang akan dibagi-bagi dalam bab tertentu. Di
antara bab yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.
Kemudian dari bab-bab tersebut dibagi menjadi sub-sub bab, sehingga dalam
pembahasan nanti akan menghasilkan pembahasan yang runtut.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, penegasan istilah, .perumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan tentang konsep umum perkosaan yang
meliputi pembahasan mengenai pengertian, unsur-unsur, penyebab, akibat,
tipe dan upaya mencegah terjadinya perkosaan.

Bab ketiga menguraikan tentang perkosaan menurut hukum positf dan

hukum Islam yang meliputi pembahasan mengenai pengertian, unsur-unsur,
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dasar hukum, sanksi hukum pelaku perkosaan dan pembuktian perkosaan
menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab keempat, menguraikan tentang analisis mengenai perkosaan
menurut hukum positif dan hukum Islam yang meliputi pembahasan mengenai
analisis dari segi implementasi hukum terhadap pelaku perkosaan dan segi
advokasi terhadap korban perkosaan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-

saran dan penutup.



BABII

KONSEP UMUM PERKOSAAN

A. Pengertian Perkosaan
Dalam bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosa yang
artinya paksa, kekerasan, gagah, kuat dan perkasa. Kemudian mendapat
awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi perkosaan yang secara bahasa
berarti proses, cara, perbuatan memperkosa. Sedangkan kata memperkosa
artinya menundukkan dengan kekerasan, mcmal\;sa dengan kekerasan,
menggagahi. Sehingga dengan demikian, perkosaan secara bahasa diartikan

sebagai proses, cara, perbuatan menundukkan dengan kekerasan, memaksa

o1
dengan kekerasan, atau menggagahi.

Kamla Basin sepertl yang dikutip oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin,

mendefinisikan perkosaan sebagai suatu hubungan seksual, di mana salah satu

b2
pihak tidak menghendakinya.

Menurut Siti Ruhaini Dzuhayatin, perkosaan diartikan sebagai proses
intimidasi yang disadari di mana laki-laki berusaha untuk menguasai

3
perempuan (secara fisik dan seksual) dengan ketakutan.,

j. Simorangkir memberikan rtumusan bahwa perkosaan adalah

persetubuhan yang dilakukan dengan cara memaksa terhadap perempuan yang

bukan istrinya dan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
ukan 1

S

' Tim Pen}'USU"gs) hal 673
carta: i Pustaka, 1988), ha’. ; o e bl vl :
(Jakarta: P;lg; Santoso (ed.), Islam dem Konstruksi Seksnalitas, (Yogyakarta: Pustaka Pélsjar,

2002), him.123.
3 Ibid.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasq Indonesia,

15
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Sementara Nina. Surtiretna  menyatakan bahwa perkosaan adalah
persetubuhan yang dilakukan dengan cara memaksa atau melakukan tindak
kekerasan dan bertentangan dengan kehendak sang korban.?

Akhmad Azhar Abu Miqdad mengutip pendapat Ali Chasan Umar
bahwa perkosaan adalah hubungan seks yang dilakukan seorang laki-laki
dengan wanita dengan jalan paksaan yang kadang-kadang disertai dengan
ancaman bila seorang wanita tidak mau melayaninya.®

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas bahwa yang
dimaksud perkosaan secara umum adalah sueﬁu hubungan seksual
(persetubuhan) dengan cara memaksa, yang biasanya disertai dengan tindak

kekerasan, dan pada umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan.

B. Unsur-Unsur Perkosaan

Untuk dapat dirumuskan sebagai suatu tindak perkosaan, maka harus

dipenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Terjadinya hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita dan

tanpa persetujuannya.

Unsur ini menunjukkan bahwa perkosaan mengandung unsur

perlawanan atau tidak ada persetujuan dari korban. Adapun hubungan

kelamin yang dimaksud mencakup hubungan seksual secara luas yang

iy Simorangkif,'R“di Edwin, Prasetyo, Kamus Hukum, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),

him. 127. , . . . .
m 5 Nina Surtiretna, Bimbingan Seks Bagi Remajo. (Randung: Remaja Rosdakarya, 2001),

him. 94

bu Miqdad, Pendidikan Seks bagi Remaja Menuruy Hukum [Islam
997), him. 89. o

"6 Akhmad Azhar A
(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1
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tidak semata-mata menckankan pada soal penctrasi ke dalam vagina
namun juga dapat melalui anus, mulut dan yang lainnya, yang menurut
pelaku dapat memberikan (mendatangkan) kepuasan.

Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan terhadap wanita di bawah

ancaman

Unsur ini menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa
dibuktikan mengenai adanya unsur ancaman, seperti diancam hendak

dibunuh, dilukai atau dirampas hak asasi lainnya. Tindakan (ancaman) ini

dijadikan jalan atau menjadi  bagian dari pcfbuatan yang targetnya

memperlancar terjadinya persetubuhan.

_ Persetubuhan yang tidak sah oleh pria terhadap wanita yang dilakukan

dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak atau kemauan wanita

yang bersangkutan.

Unsur ini menunjukkan pertentangan kehendak antara pelaku

dengan korban. Pelaku mau atau ingin bersetubuh sementara korban tidak

mau. Karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam

arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga

tidak akan ada ancaman bila tidak ada paksaan. scbab, logikanya mengapa

harus dilakukan ancaman bila korban menghendaki dilakukannya

persetubuhan.
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C. Penyebab dan Akibat Perkosaan
1. Penyebab Perkosaan
Pada umumnya hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya
perkosaan adalah :
a. Faktor internal, yakni berasal dari dalam diri korban dan pelaku.
1) Faktor internal dari korban
Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa perkosaan yang terjadi
adalah mumi kesalahan perempuan, dan anggapan yang
menyudutkan perempuan sebagal piha'k penggoda schingga
mendorong laki-laki untuk memperkosa tidak bisa diterima
sepenuhnya, namun disadari atau tidak, pada beberapa kasus
perkosaan  yang tejadi  dikarenakan  perempuan  telah
“mengundang” (menarik perhatian laki-laki) melalui potensi
kewanitaannya. Di antaranya, busana yang dikenakan perempuan
berpotensi menggoda “hasrat” lelaki.” Model pakaian yang tipis,
ketat, transparan dan minimalis mcrupakan medium yang
berpeluang untuk memunculkan pikiran negatif dalam benak felaki,
bahkan niat buruk untuk memperkosanya, sekalipun manakala
perkosaan itu terjadi bukan hanya bersumber dari pihak perempuan

cendiri tetapi dalam waktu yang bersamaan juga dari pihak laki-laki.

m. 95.

7 Nina Surtiretna, Bimbingan, hl




him. 22.

b. Faktor cksternal, yakni berasa

1) Pommo

8 £di Santoso (€
9 Kartini Karton

2) Faktor internal dari pelaku

Pada suatu posisi yang kian defensif, banyak laki-laki yang merasa
kehilangan makna hidupnya, yang rasa-rasanya hanya dapat
diperoleh kembali manakala dikompensasi dengan tindak-tindak
kekerasan yang memanifestasikan ego machonya itu. Kekerasan
(dengan perempuan sebagai sasarannya) itu akan termanifestasi
sekurang-kurangnya dalam wujud ekspresi-ekspresi yang verbal

simbolik, sekalipun tidak kurang pula terekspresikan dalam

berbagai bentuk tindak kekerasan fisik yang wulgar seperti
O

mem‘:)(-:rkosa.8 Bukanlah sebuah hal baru di mana sering kali kita

mendengar terjadinya tindak perkosaan akibat reaksi-reaksi

kompensatoris dari perasaan inferior pelaku, serta gangguan

psikologis pelaku yang dilatar belakangi oleh rasa kesunyian

. . 9 .
emosi, deprest dan rasa kecewa.” Dan akibat dari gangguan

tersebut menjadi penyebab dari perilaku menyimpangnya
Memperkosa adalah perilaku menyimpang.

1 dari luar diri korban dan pelaku, yang

berupa :

grafi dan Pornoaksi

Pornografi dan pornoaksi merupakan dua hal yang berbeda

pengerﬁaﬂﬂya meskipun pada hakekatnya sama yakni obyek yang

menampilkan card atau tindakan seksual secara terbuka yang

0-141.
] 2 Kenakalon Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers. 199
rs, 1992),

d), Islam, him. 14
o, Patologi Sosia




2)

10 g i Santoso (ed),
I Neng Djubaeda

Prenada, 2004), him 165.
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dipandang menyimpang oleh khalavak.' Walaupun - kriteria
pornografi dan pornoaksi pada dasarnya bersifat subyektif terutama
ketika berbicara mengenai akibat yang ditimbulkannya vyaitu
membangkitkan nafsu birahi teramat bersifat relatif, namun tidak
dapat dielakkan lagi bahwa pomografi dan pornoaksi memang
mampu memberikan ekses negatif bagi masyarakat. Di antaranya
mendorong berkembangnya agresi seksual seperti  perkosaan.
Maskipun pornografi dan pornoaksi bukan satu-satunya penyebab
perkosaan, tetapi fakta menunj ukkan banyak kasus perkosaan terjadi
akibat kedua hal terscbut. Perkosaan  akibat pornografi dan

pornoaksi tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai

hubungan kekeluargaan dengan korban. Bahkan ada beberapa kasus

perkosaan yang dilakukan oleh orang yang masih dalam hubungan

kekeluargaan.“ Adapun bentuk-bentuk pornografi dan pornoaksi

dapat berupa film biru, buku dan bacaan porno, serta pertunjukan
erotis seperti striplease maupun pertunjukan-pertunjukan sensual

Jainnya yang menggambarkan seks sccara cksplisit.

Pergaulan Bebas

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu

getahuan serta komunikasi, terjadilah banyak perubahan sosial

pen

yang serba cepat pada hampir semua kebudayaan manusia

Perubahan sosial tersebut mempengaruhi kebiasaan hidup manusia

Islam, him. 183.
h, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau davi Hukum Islam (Jakart
Sam, arta:




3)

S

12 Kartini Kartono,
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sekaligus juga mempengaruhi pola-pola scks vang konvensi
Akibatnya pola seks itu dibuat menjadi “hypermodern” dan :'m].
dalam bentuk seks bebas. Relasi seks yang abnormal danraﬁ:fll:j
bertanggung jawab tersebut biasanya didorong oleh libido at
impuls seksual yang abnormal, yang sangat kuat, bahkan 'au
lebih kuat dari pada dorongan seks orang normal Se:ng
penganutnya menuntut adanya seks secara eksterm tanpa c.libat:

oleh norma-norma susila d i
an sosial, tanpa dih
) alang-halangi
g1 oleh

ta - '
bu dan larangan-larangan agama yang mengatur kebeb
. g ebebasaan
manusia dalam relasi seksnya. Mercka menjadi pecandu sek
- seks yang

tidak puas-puasnya dan tidak pernah bisa menghayati kenikmat
{matan

relasi seksual, juga tidak mampu menikmati keindahan coirus d
oitus dan

kehidupan erotik sejati. Akibatnya dalam pemuasan d
orongan

seksual itupun acap kali menjelma dalam bentuk relasi sek
S yang

kasar dan jahat seperti memperkosa.'?

Hasil sosialisasi gender

Srereotype PeTan gender yang meneckankan bahwa feminin identik
i

dengan lemah dan maskulin identik dengan kuat, telah berd
’ ampak

negatif pada konsep diri perempuan. Jelas bahwa kemungki
nan

r mereka yang berposisi

yang tengah kuat atau merasa kuat, termasuk
, asu

besa lemah menjadi sasaran tindak

kekerasan mereka

Parologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), him 188-18
, -189.
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kekerasan seksual berupa perko‘;a'm Pada kasus perko
sa

pelaku menganggap perempuan adalah korban yang tidak a:n
melawan karena dikitari oleh srerconvpe bahwa perempuan ad lan
makhluk yang lemah dan pasif, sementara laki-laki adalah mak:lah
superior yang akan dengan mudah menundukkan perem i
dengan kekuasaannya. Karenanya tidak mengherankan a pl:m
kaum feminis memberikan pandangan bahwa “rape is not Z::

sex, it’ ”
s about power!”. Perkosaan bukan lagi menyangkut perih
perihal

seks tetapi sudah berada pada wilayah kek vasaan. '

4) Rencana umum tata ruang kota yang salah

Dewasa 11 tampak bahwa usaha pemerintah dalam memberik
rikan

kemudahan bagl masyarakat melalui pemberian
sarana dan

prasarana umurm memang telah menycbar ke berbagai
agai penjuru

tempat. Namun betapapun itu, bukan berarti segala f:
asilitas

tersebut sudah berada pada kondisi yang maksimal. Bukti
uktinya di

berbagai tempat yang dinilai strateg
ategis masih banyak
yang belum

mendapat fasilitas umum yang memadai. Padahal disadari m
aupun

tidak keberadaan fasilitas-fasilitas 1
imum  tersebut
Sangat

berpengamh terhadap kenyamanan bahkan keamanan masyarak
yarakat.

Misalnya, tem
aik justru dihadapkan pada kenyataan akan terbat
asnya

pat-tempat yang seharusnya me
ndapat pene
rangan

secara b

a tersebut, baik secara kualitas maupun kuanti
uantitas. Akibatn
. ya

saran

. Islam, him. 151
n Agustus 2

13 Bdy Santos:O(
003, him. 41.

14 Kampus, Senin
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tidak mengherankan ketika kemudian tempat-tempat - tersebut
: u

menjadi sangat rentan terhadap tindak kejahatan seperti perko
saan.

2. Akibat Perkosaan

Dari berbagai peristiwa perkosaan yang diberitakan melalui berbagai
media menunjukkan betapa kasus perkosaan makin menunjukkan perilaku
1

dan tindakan yang biadab, terbuka dan berlangsung secara terstruktur dal
alam

kehidupan masyarakat. Seiring dengan peningkatan jumlah kasus dan

korban, kualitas perkosaan juga meningkat dalam beragam pola. Hasil
. 1

akhimya tetap sama, perempuan menjadi korban fisik dan psikologis, lahir
> f

dan batin, yang menggenaskan sepanjang sejarah hidupnya.

Akibat dari tindak perkosaan dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Dampak fisik, di antaranyd. 5

1) Kehamilan

2) Aborsi

3) Kelahiran anak yang tidak dikehendaki dan tidak berdosa tetapi

selalu dinista sebagai anak haram

4) Luka fisik, akibat kekerasan yang menyertainya

5) Hilangnya nyawa

- o di 16 .
b Dampak psikologis. di antaranya
1) Trauma perkepanjangan (rape trauma syndrome), yaitu suatu
ambarkan pecrubahan kondisi emosional

kondisi yang mengg
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2) Rasa malu dan jatuh diri

3) Putusasadan depresi

4) Keterasingan hidup

5) Kehancuran masa depan

6) Rasa takut dan menyalahkan diri sendiri

7) Bersikap memusuhi lelaki

8) Rasa marah serta ingin membalas dendam

9 Berkecenderungan untuk melakukan bunuh diri

c. Dampak yuridis

Perkosaan selain berakibat secara hukum pada pelaku, juga memiliki

konsekuensi hukum bagi korban. Bedanya, jika pada pelaku, akibat

hukum tersebut tampak jelas karena nyata bahwa perbuatannya adalah

melanggar hukum. Sementara bagi korban, akibat hukum tersebut

bersifat tidak langsung karena hanya dapat dirasakan di kemudian hari

manakala perkosaan tersebut mengakibatkan kehamilan pada diri

adalah Dberkecnaan dengan anak yang

korban. Persoalannya

dilahirkannya menyangkut nasab. Dampaknya bukan hanya dalam

masalah perkawinan, tetapi juga dalam hal kewarisan."”

akum perdata, anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan

Dalam h

anak alam. Anak luar Kawin itu dapat diakui oleh ayah atau ibunya.
Menurut sistem yang dianut KUH Perdata, dengan adanya ketentuan di
a, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara

luar perka'winan saj

-109.
17 Neng Djubaedah, pornograft him. 103
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an
ak dengan orang tuanya. Baru setelah ada pengakuan maka
muncul
suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatny
a antara

anak dengan orang tua yang mengakuinya.'®

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan d
an dan

Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), bahwa anak y
> ang

dilahirkan hasil perkosaan hanya mempunyai hubungan keperdat
ataan

dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak tersebut dikategorik
kan

anak zina yang tidak mempunyai ayah kandung yang sah. Jika anak

yang dilahirkan itu perempuan, maka bag! ané’k perempuan harus ad
a

wali nikah sebagai salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi
uhi

ak sahnya suatu perkawinan. Orang

dan mempengaruhi sah atau tid

yang paling berhak untuk menjadi wali nikah dari anak tersebut adalah
a

ayah kandungnya. Dalam hal ini dapat diatasi dengan cara

menggunakan jembaga wali hakim bagi anak perempuan tersebut.'”
Dalam hal kewarisan juga ada dampaknya, yakni anak tersebut hanya

mendapatkan hak waris dari ibunya dan keluarga ibunya saja. 2’

perempuan  yang mengandung  anak  hasil

Kemudian seandainya

perkosaan tersebut hendak melangsungkan pcerkawinan maka menurut

Kompilasi Hukum Is!
o Jika anak yang dikandung itu dilahirkan setelah

am, bahwa boleh dikawini oleh orang

yang menghamiliny

usia 6 bulan

sejak perkawinan ibunya dilangsungkan, maka anak

,m Orang dan Kelnarga, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hl
, him.

 Soedaryo Soimim H1

' Neng Djubaedah, pornograft
2 fpid. him. 105




26

terseb
ut dapat berkedudukan sebagai anak sah dari
. suami ibu
- | nya.
api jika anak tersebut dilahirkan scbelum usia 6 b

| . ulan sejak

perkawinan ibunya dilangsungkan, maka ia hanya
mempunyai

hubungan keperdataan d i
engan ibu dan keluarga ib
ga 1bunya saja (Pasal 43

UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 KHI).

Kemungkinan lain, seandainya kehamilan itu terjadi na k
mun kemudian

korban menghendaki untuk  menggugurkannya, apakah
> aka ada

konsekuensi hukum atas tindakannya berupa pemidanaan atauk
ataukah ada

peluang bagi dia untuk terhindar dari jeratan hukum

Dalam KUHP pasal 299 (aborsi dengan obat), pasal 346 (aktivita
aborsi dari wanita hamil), pasal 347 (aborsi oleh orang lain tan :
persetujuan wanita hamil), pasal 348 (aborsi oleh orang lain dengzn
wanita hamil), pasal 349 (dokter, bisan, tenaga medis yang

. n

membantu pelaksanaan

penerapan hukum cnderung pada penuntutan A4bort
rius

tetapi praktek

Provokatus Kriminalis (
dan tanpa indikasi medis) yang dilakukan oleh
oi¢

pengguguran kandungan yang dilakuk
an

dengan sengaja

tau praktek dukun.

keluarga @
Hasil penelitian tentang aborsi oleh Fakultas Hukum Universit
itas

ahun 1985 ditemuk
dokter umum (praktek gelap) di Jakarta, dan tidak
) 1aa

an tuntutan perkara dbortus Provokat
us

Atmajaya t

Kriminalis terhadap
utusan pengadila

n terhadap perkara Abortus Provokat
nkatus

diketemukan P
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Medisinalis.*! iti
21 Kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bah
an bahwa

hukum pidana di Indon i
esia melarang aborsi den ¢
gan “pengecualian

berdasarkan alasan medis”.

Dalam hal aborsi yang dilakukan oleh perempuan hamil akib
axKibat

perkosaan, maka dalam konteks ini dapat dikualifikasikan dal
alam

Abortus Provokatus Medisinalis karena pengguguran se
macam ini

biasanya dilakukan oleh dokter dengan tujuan untuk menyelamatk
matkan

jiwi si ibu. Hukum positifpun memandang bahwa dalam kead
aan

darurat demi menyelamatkan ibu hamil dapat dilakukan tindak
an

medis tertentu berupa aborsi. Hal ini berdasarkan Undang-Und
-Undang

Kesehatan No. 23 Tahun 1992 pasal 15.

Undang-Undang, yurisprudensi
doktrin ilmu hukum telah memberikan perlindungan hukum

terutama  bagi perempuan yang kehamilannya menimbulkan sisi

(dalam hal ini korban

kter yang melakukan aborsi berdasarkan alasan

dilematis perkosaan), dan di sisi lain juga

perlindungan bagi do

medis.
m Islam, kasus aborsi karena kehamilan

menurut huku
akibat perkosaal dapat ditinjau dari kondisi korban perkosaan yang
ndiri. jika korba
n tanpa menimbulkan akibat buruk bagi jiwa

pamil ita 5 n tersebut menerima kehamilan dan

skan kehamila

e

—

menert

i

hukum kesehatan, (Yogyakarta : Aditya Media, 1t), him. 249

21 Bambang PoemOmO,

————
e

g
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gé .

wajib pula mendidik anaknya agar menjadi anak shaleh 2
Ak . . - . '
an tetapi apabila kehamilan tersebut mengakibatkan t
erganggunya

kondisi fisik dan psiki i
psikisnya tidak memung ki
gkinkan untuk me
neruskan

kehamilan, bahkan bisa jadi menghancurkan hidupnya, maka k
s a kaidah

agama memberikan peluang bagi pen
gguguran tersebut. Pe
> - Fengguguran

kandungan dalam keadaan seperti ini dipandang lebih
1th Tingan

dibandingkan kemati 23 Dg i
g atian.”’ Dalam hal i1 pengguguran dibenarkan

karena alasan darurat di mana kaidah figh juga menyebutk
S an “Jika

berhadapan dua keburukan, maka yang harus dihindari adalah
an yang
paing burt » 24 Memelihara jiwa perempuan korban perkosaan h
saan narus
aripada memelihara keturunan yang belum tentu lahi
ahir

didahulukan d

dalam keadaan hidup.

d. Dampak sosial

sial yang negatif dari

takut-takuti bila berada sendirian di tempat
'pa -

Dampak SO perkosaan adalah bahwa peremp
uan
odi takut atau di

tempat umum atau ‘kendaraan umum. A

menj
danya ancaman pada rasa

adanya rasd takut akan diperkosa memaksa perempu
an

untuk tergantung kepada orang lain atau tinggal di rumah saj
ja,

meskipun makin panyak data yan& menunjukkan rumah juga buk
1Kan
. 25

tempat yang aman bag perempuan.

22 Husein Muhammad: Figh Pere™P uan, (Yogyakarta : LKIS, 2002), him. 163
2 1hid ‘
2 1bid

25 ppid, him. 152
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D. Tipe-Ti r
ipe-Tipe Perkoasaan
Abdul Wahi ' a
ahid mengutip pendapat kriminolog Mulyana W
Kusuma

me e
ngenai tipe-tipe perkosaan yaitu 26

1. Sadistic Rape

Pe isti ] i
rkosaan sadistis artinya pada tipe ini seksualitas d
an agresif

berpadu dalam bentuk
yang merusak. Pelaku perko
saan telah nam
b pak

menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seks
nya, me]ainkan

melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korba
{orpannya.

2. Angea Rape

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas
menjadi

sarana untuk menyatakan dan melampiaskan
perasaan geram da
n marah
orban seakan-akan merupakary obiek
je

yang tertahan. Di sini tubuh k

terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas/ frust
1stasi-

frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaa

n hidupnya.

yang terjadi ketika pelaku mencoba ““mk\éi )
gi

erhadap korban. Tujuannya adalah

3. Dononation Rap¢
Yakni perkosaan

an superioritas 1

atas kekuasan d
u menyakiti korban, namun tetap memiliki
ili

seksual, pelak

ginan berhubungan seksual.

penaklukan
kein

4. Seduktive Rapeé
rkosaan yang terjadi pada situasi-situasi
yang

Jua belah pihak. Pada mulanya korb
an

I’erhndungnn Terhadap Korban Kekerasan
san Seksual, (Ba
» (Bandung :

% A Wahid dan
Rafika Aditama, 2001), b 6'47
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E. Upaya Menceg?

terjadinya perkosadl

1.
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memutuskan b
ahwa keinti
timan personal harus dibatasi tidak
sampai sej
Javh

: .

membutuhkan
paksaan, ol
, oleh karena tanpa itu tak mempunyai
ai rasa bersal
ah

yang menyangkut seks.

Victim Precipitatied Rape

akni jadi
Y perkosaan yang terjadi (berlangsung) deng
an menem
patkan

korban sebagai pencetusnya.

Exploitation Rape

Perkosaan yang menunjukkan bahwa bada setiap k
P kesempatan
yang diperolech oleh la
ch laki-laki d
engan

melakukan hubungan seksual

mbi
bil keuntungan yang perlawanan dengan posisi
St wanita
yang

mehga
cara ekonomis dan sosial. Misalnya, 1i
, Istri yan

g

bergantung padanya S€
aminya atau pembantu

unya tidak mem persoalkan (mengadukan)
aqukan

rumah tangga yang diperkosa

dipertkosa cleh su

a, sedangkan pembant

majikanny
ak yang berwajib.

kasusnya ini kepada pih

h Terjadiny? Perkosaan

jangkah untuk mencegah atau meng
engantisipasi

Adapun beberapa

adalah sebagai berikut
ewajiban bagi laki-laki dan
ntuk

dah "'e“ja i
buh lllelmlut a.‘cll"dn
2 .] ]S]am mecenrupa
lp kan

Bahwa su
orm atannya- Tu

selalu menjaga keh
dipelihara olch setiap in
san dalam
rangka

amanah Allah yang wajib
ira tegas menuntun
mg,
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e
T Ee
T

e _—ac.;

mengarahk .
g an, dan menentukan manusia dalam memperlakukan d
xan qan

mem .
anfaatkan tubuh agar terjaga kehormatan derajat, dan martab.
) ] a at diﬁ,

baik
dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa, untuk m
> encapai

kebahagiaan hidup dan k hid i duni i akhi
p ehidupan di dunia dan di akhirat kelak.?’ Hal y

tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat al-Qurian, hadits-hadi
’ > -hadits

Rasulullah SAW dan kaidah-kaidah figh, seperti :

_Isra’ ayat 32, melarang setiap orang mendekati zina

a. Suratal

1 et 2 L9 205ald R A8 G50 ) 5358

n-Nar ayat 30 dan 31, mengatur tentang tata pergaulan dan

berbusana bagi kaum Jaki-laki dan perempuan.

b ] s | gty el U8 |

b. Surat a

o oyl e (i Sl Ui

ntang menutupi aurat mushm

c. Haditste
5 fyga o] S USBURA el e

d Kaidah-kaidah figh
32 U".’I -8,
Ayl

33 :X,M/ i J;‘;YG ,efﬁ:o Bt 2 ge

dan perpakaian wajar karena pakaian yang

a tingkah laku
a mengundang lelaki yang berniat jahat

2. Menjag
u transparan bis

mencolok, tipis ata

-

27 pid, hlm 5
%S, al-lsrd: 32
z\) QS. an-Nir: 30.
30 -

§. an-NUr 31.
H gbu Daud, Musnad AP! pand 1. {
32 1acbi Ash Shiddied?”

3 Ibid him. 462

- Dar al Fikr, 1994 ), him. 460 .

Beirut
m, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), him. 455

Falsafah Hukum Isla




|
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. Jangan mudah

. Jika sedang berada di

32

n seorang diri pada malam hari, apalagi melalui

Menghindari bepergia

tempat-tempat yang sepi. Apabila terpaksa harus berjalan seorang diri di

malam hari, hendaknya berjalan di tempat yang terang dan banyak orang

di sekitarnya.

percaya orang. Jika sedang berdiri di jalan raya menunggu

kendaraan umum, jangan menerima tawaran Jclaki yang mengemudikan

k ikut dengannya atau dia bersedia mengantarkan

mobil pribadi untu

pulang.
tentang tindak perkosaan karena fakta

Memperbanyak pengetahuan

us perkos in menunjukkan peningkatan

aan semak

menmumjukkan betapa kas
nformasi tersebut bisa diperoleh lewat

kualitas dalam beragam pentuk. |
media cetak maupu? media elektronik-
rumah gendinan, kunci semua pintu dan jendela
dengan baik. Terangl halaman dan jalan masuk ke Tumah pada malam
hari. Jangan untuk orang yang sama sekali tidak dikenal.
h, pekali diri dengan selalu sedia senjata karena di

Ketika bepergian J2°
TPOtensi terjadin
q fisik sepert
maka pcmbelaan diri merupakan

ya pcrkosaan.

segala tempat be
i . |atihan bela diri.
Membekali dirl dengan 1atiha i lati
kita,
Jlka a_nCam
an menurut perspekfif Islam.

suatu ha] yang dibenar-kan

Al-Quran menyataka™

R
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Selain itu dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

juga disebutkan :

melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak
’

karena pengarth daya paksa (Overmacht)

“Orang yang

dapat dipidana. »35 Kalimat

harus diartikan baik pengaruh daya paksa batin, lahir, rohani, maupun
paksa yang tidak dapat dilawan ialah kekuasaan yang pada

ya tidak mungkin dapat ditentang. Mengenai kekuasaan ini dapat
.;‘
i

.1 .. 3
macam seperti di bawah ini. 6
,;.

m hal ini, orang itu tidak dapat berbuat lain. t
A

jasmani. Daya
umumn

dibedakan dalam tig2

a. Yang bersirat mutlak. Dala
Ta mengalami sesuatu yans sama sekali tidak dapat mengelakannya. Ia |
at memilih Jalan \;f

{g‘

am hal ini yang demikian ini kekuasaan atau

. tidak mutlak atau tidak penuh.
\r ,.

tidak mungkin dap

memplm\’al kesempatan untuk memilih

n. Bedanyd L.ckuasaan bersifat mutlak dan

paca yang mutlak dalam segala
g

yang » berbuat semaunya, S
|
t

uatunya orang
g dipaksa itulah yang melakukan
/

ses
celatif, orang Y&

sedang pada yang ™

Jam paksaan Kekuasaal-

karena da

baya: Usaha Nasional, 1998
35 »Qs. a]_Baqam UHP Jm 1 Per jelasanﬂ)’”’ (Surabay ), him. 54,
R. Sugandh .
% Ibid. N
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c. Y c
ang merupakan suatu keadaan darurat. Bedanya dengan keku
asaan

yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat ini orang
yang

terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang ak
an

uasaan yang bersifat relatif, orang itu tidak

ia lakukan, sedang pada kek

memilih. Dalam hal ini orang yang mengambil prakarsa jalah orang

yang memaksa.

Selanjutnya pasal 49 ayat 1 menyebutkan:

ukan tindak pidana yang, terpaksa dikerjakanya untuk

qu diri orang luin,. atau memperiahankan

perikesopanan atau hart penda kepunyadn 5¢ ndiri atau kepunyaan orang
an hak dan ! ;
angan y(;’lig melaw an mengancam pada ketika

lain, dari pada seT
itu tidak dapa! dipidana.”

itu juga, maka orang
disebut Pembelaan Jururat. Agar tindakan ini benar-
i

Jaun darurat dan tidak dapat

“Orang yang melak
mempertahankan dirinya at

Tindakan ini biasa
gai Pembe

i tiga macam syarat sebagai

dihukum,

berikut:*®
ang dilakukan jtu harus benar-benar terpaksa untuk

mbela) diri- P€
h dikatakan tidak ada jalan yang lebih

a. Tindakan Y
rtahankan (7M€ rtahanan atau pembelaan itu harus

".'-
hingga bole
an dan pembela

mempe

demikian perlu 5¢
bahwa se’rang

an yang dilakukan itu harus

baik. Intiny2

seimbang.
yang harus dilakukan itu hanya terhadap

‘ ce
S

i atau orang lain, peri kesopanan

. atau 0rang Jain. Diri berarti tubuh, peri
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kesopan '
panan berarh kehormatan dalam hal seksual. Kehormat
' atan dalam

arti na ‘1 tidak ..
ma baik tidak termasuk di sini. Dan arti harta bend

. ' a terma

juga binatang. o

C.
Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang m d
endadak

(pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan melawan hak, pen
, penyerang

n serangan itu harus melaw

4

mempunyal hak untuk itu-
menyebutkan:

Kemudian pasal 49 ayat 2
ui batas pembe/aan yang perlu jika tindak pidana

Orang yang melampa
w, disebabkan oleh serangan itu

itu dilakukan karena sangat panas hatin

it tidak dapat a’ipiu’ana.”3 ?
pasal ini ialah yang biasa disebut pembelaan darurat i
aan damratv di sini ‘l

maka orang

i batas. Seperti halnya dengan pembel

yang melampat
yang mendadak

atau mengancam pada saat itu
!

pun harus ada serangan
juga. Untuk dapat dikatagorikar elampaui batas pembelacn yang per ”
di sini, seseorang membela dengan

!

(Noomveerexces), di
mya pembelaan itu cukup dengan

dang scben?

menembakkan pistol, 5
memukulkan kay¥- pelampau? patas ini diperkenankan oleh undang-
undang asal s&J2 d'scbabka oleh goncangan perasaan yang hebat yang ‘
... 40 ’
na serang - i
j
/!

3 rbid.
0 1pid., him. 59.




BAB I |
PERKOSA UTT *%" / ia
AN MENURUT HUKUM POSITIF \,}%L s /r

DAN HUKUM IS LAM

A. Pe
Perkosaan Menurut Hukum Positif

I. Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-undang Huku

gur-unsur Perkosaan

m Pidana)

a. Pengertian dan Un
Indonesia adalah negard yang berdasar atas hukum
(Rechrs.s-mar) dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka
(A/fachf.s'.s'raar). Konsekuensi logis dari adanya prinsip di atas maka
di muka bumi Indonesia diatur oleh seperangkat

segala sesuatu
sebenarnya yakni demi

peraturan perundang—undangan. Tujuan
terwujudnya ketertiban umum gntuk  menuju masyarakat yang
sejahtera Jahir dan batin.

undangan mengatur mengenai hak dan

ndang-

peraturan perd
a negara. Kewajiban adalah segala

ch setiap individu dalam kehidupan

{iJakukan ol

g harus di
edudukannya sebagal

sesuatu yan
warga negara.  Adapun

dan K

adalah menaati peraturan

sehari—hari
negard di sini

warga
selakukan pelanggaran atas

para
. tidak 1

: nc'—undangan yang ada, 1
negara. Dalam kaitannya

perundang-undangan mieniBesdian

Jarangan-

n
hak wargad negard, peratuf ra
hak-hak pribadi dengan orang lain,
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Oleh karena itu, peraturan penmdang-undangan biasanya berisi aturan

aturan yang bersifat anjuran, yang harus ditaati oleh setiap penduduk

Indonesia.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk satu
peraturan perundang—undangan yang isinya berupa larangan-larangan

m dan bagi siapapun yang melanggar aturan-aturan

yang bersifat umu
ancam dengan sanksi pidana yan g tegas dan nyata.

tersebut di
n, KUHP mengaturnya dalam pasal 285.

Mengenai perkosaan,

disebutkan «Barang siapa dengan kekerasan

Dalam pasal tersebut

kerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya

atau ancamarn ke
kum karend memperkosa denguan hukuman

ngan dic, difnt

e/ama—lamanya Jua belas 1@

bersetubuh de
fpun penjara”. Jadi, definisi

penjard S
ersetubuhan yang dilakukan oleh

UHP adalah P

aan menurut K
yang bukan istrinya, dengan cara

perempuan
gan kekerasan atau ancaman kekerasan.

perkos

laki-laki
g5 KUHP tersebut di atas,

i tindak pidana perkosaan jika

r-unsur

alah subyek. Barang siapa

da subyek kcjahatan atau pelaku kejahatan.

nenja di su yek tindak pidana adalah manusia.

.1 Namun tidak semua pria
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dapat ditud
uh melakukan perbuatan
perkosaan terhada
adap scorang

perempuan. Oleh karena itu, pengertian barang siapa di sini adal
adalah

laki-laki ,
i-laki yang melakukan perbuatan yang memenuhi uns
: Ur-unsur

pasal 285 KUHP, yakni dengan kekerasan dan ancaman keker
cerasan

perempuan bersetubuh dengan  dia di v
g ar

memaksa seorang

pemikahaﬂ. Selain laki-laki dengan kualifikasi tersebut di at
atas,

tidak dapat dituduh sebagai pemerkosa.

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Salah satu ynsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya
[

gaan adalah perbuatan untuk bersetubuh

tindak pidana perko
erasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan

dilakukan dengal kek
atau ancaman kekerasan ;tu merupakan unsurt melawan hukum
njelasan pasal g9 KUHP, yang dimaksud dengan

Menurut P€
jadi pingsan atau tidak

itu membuat orang

kekerasan ya
i “m{:’lﬂktfkﬂﬂ ke

kuat mungkin secara tidak sah

melakukan
Lerasan” ialah menggunakan

gan tangan atau dengan segala macam

ang dan seba gainya yang menyebabkan

asan itu merasa sakit yang

1
kekerasan dapat juga disamakan dengan
aqu tidak berdaya. Pingsan artinya

gurabaya: Usaha Nasional, 1998), him, 106

tal I1

s
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hi : . .
ilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya k
. arena

minum obat-obatan yang menyebabkan tidak ingat lagi. Tidak
. 1da

berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sa
ma
ehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun

yang diikat dengan tali kaki dan

sekali, s

a seperti halnya orang

misalny
dalam kamar terkena suntikan, sehingga

tangannya terkurung

iadi lumpuh. jika pada orang pingsan, ja tidak

orang itu men
di dengan dirinya, orang yang tidak

i
|
i
'
I
|

gi apa yans terja

mengetahui la
etahui apa yang temdl atas dirinya.”

sih dapat menge

berdaya ma
ukan kekerasan di

Dalam melak sini harus ada unsur

g meliputi tiga bentuk, yaitu 3

kesengajaan yan

a) Kesengajaan seba;,ai mak

sud

; merupakan bentuk kesengajaan biasa

Corak ke
gan sederhand perbuatan si pembuat bertujuan untuk
memmbulkan akibat yang dilarang. 1a menghcndaki perbuatan
beserta akibatny2- Misal: A mengurung B dalam kamar karena
A bcrkehenda"k untuk mempeT kosa B. ’
b) Kesengajaa sebagd! kepastian. keharusan

Dalam hal iD perbuatan mempunya! dua akibat

Akibat yang emans dituju olch si pembuat, ini dapat

crupaka? delik tersendt™ atau tidak ‘

pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), him. 175.

2
Ibi 107
? &gjrr:?c‘) Asa .asas Hukurm
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. Akibat yang diinginkan tctapi merupakan suatu keharus
an

untuk mencapai tujuan di atas (a) tadi. Akibat ini pasti aka
n

timbul atau terjadi.

Misal: A mengurung B dalam kamar untuk memperkosa
A sudah berada di dalam maka

dengan keyakinan pahwa jika

bisa dipastikan perkosaan itu akan benar-benar terjadi.

c) Kesengajaan sebagal kemungkinan

m hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin

Dala

hanya terjadi tetapi kemudian bcnar—bénar terjadi.

Menurut teori ini, kesengajaan diperlukan dua syarat:
pelakunya mengetahui kemungkinan adanya
akibat/keadaan yang merupakan delik.

_ gikapnya terhadap gemungkinan itu andaikata sungguh
timbul jalah apa poleh buat, dapat disetujui dan berani
mcnanggtlﬂ g resikony2-

Upay2 kekerasan ini biasanya akan menimbulkan atau
n alat bukti dalam proses

jejak yang bisa dijadika
antard 1ain berupd A

p dalam hal korban melakukan perlawanan keras
isa meninggalkan darah pelaku

pisan xulit pelaku pada kuku korban.

) Korban Kekerasan Seksual, (Bandung :

1 Terhaddf

R * A, Wahid d
afika, 2001), him. 111-

L
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a
n tangan, pegangan tangan pelaku pada tub
€ ibuh

b) Bekas cekik

korban.

c) Bekas atau sisa
obat dalam hal keker
srasan dilakukan d
engan

menggunakan obat.

Ancaman kekerasan adalah serangan  psiki
s yang

enjadi ketakutan sehingga tidak m
rampu

menyebabkan orang M
belaan atau perlawan
ycba‘bkan orang yang terkena tidak

melakukan
pem an atau kekerasan yang belum
i~

mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang
yang
mengancam dengan kekerasan.5

aan dilakukan dengan ancaman haki
, im

terdakwa benar-benar akan

gmannya tersebut atau tidak.

kekerasan ini bisa

d ancaman
h, diancam akan dibakar dan lain

Wuju
k, dianc2
nya ancam

sebagainya Ada
me“hat ata
psikiater maka psikiater dapat

m akan dibunu

an kekerasan ini biasanya dibuktikan

ditemba

u bila korban segera melapor

saksi yang
i atau
ada saat peristiwa terjadi.
psikia'ter akan lebih  mudah

alam hal setelah kejadian

sikis korban d
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3) Memaksa

Unsur memaksa di sini dikategorikan sebagai perkosaan

adalah terjadinya pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan)

elaki (pelaku perkosaan

a tidak ada perkosaan apabila tidak

antara seorang 1 ) dengan seorang wanita

rkosaan). Karenany

(korban pe
arti hubungan itu dilakuka

n atas dasar suka

ada pemaksaan dalam
eterpaksaan seorang wanita untuk berhubungan

sama suka. K
engan Jelaki yang bukan suaminya (pemerkosa) ini erat

kelamin d
kekerasan atau ancaman

pcrbuatan
jika tidak ada kekerasan atau

hubunganny2 dengan

kekerasan dari pelaky- Sebab
ancaman kekerasan, mustahil seorang perempuan  mau
in dengan sembarang laki-laki yang tidak

berhubungaﬂ kelam
Tetapl Karen kuan kasar dari
yang bcrfubl -tu

Memaksa perempuan untuk

aia menerima peria

bi, mau tidak mau ia harus

0 misalnya, merangkul perempuan itu

ja tidak dapat melawan lagi dan

aksaan ini juga dibuktikan oleh saksi

..n sebab secara konkrit wujud atau

suka sama suka dengan

ya, kalau hubungan suka sama

mesra dengaf tidak tergesa-gesa.
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4) Wanita di lvar perkawinan

Dari unsur ini dapat disimpulkan bahwa 6

anya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita

(a) Perkosaan h
uk bersetubuh oleh wanita terhadap

(b) Tidak ada perkosaan unt

laki-laki, Jaki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap

wanita.
ksaan nafsu wanita terhadap laki-laki,

Dalam hal tejadi pema

ki-laki terhadap Jaki-laki, atau wan

la
. adalah tindak

ur dalam pasal £

ubuh bila dilakukan oleh laki-

ita terhadap wanita maka
pidana perkosaan untuk berbuat

1 289 KUHP.

yang menjadi
perkosaan untuk bersetubuh oleh suami

kenal dengan marital rape atau

p istrinya.

ntuk bersetubuh

5) Bersetubuh
pidana perkosaan U

puhan antara pelaku dengan korban,

pcrkosaan untuk bersetubuh

rsetubuhan. persetubuhan  yakni

kemaluan perempuan menjadi

an, maka tidak bisa

. dikan demikia
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dikatakan bahwa hal itu terjadi suatu perkosaan bermak
akna

persetubuhan.

Persetubuhan atat persenggamaan adalah bersatunya alat

(penis) dengan alat kelamin wanita (vagina)

kelamin pria
n apabila penis masuk ke vagina dan

a ada persctubuha
an apabila penis buk

bur atau ke mulut. Dengan demikian

Konkritny
an masuk bukan pada

tidak ada perse’mbuh

ya masuk ke du

vagina. Misaln
n bahwa tidak ada tindak pidana perkosaan

pat gisimpulka
ya menyentuh bibir luar vagina.

pabila penis han
a atau bukti yang

juga da
untuk berserubuh a
tanda-tand

dapat menguatkan

sebelum diperkosa

n perawzm. Bentuk robeknya selaput dara

gan kelamin yang dilakukan atas

hubungan kelamin yang

mumnya bentuk robekan selaput

an deng?” paks? v
gran bila hubungan dilakukan secara paksa

pila korban gigih melakukan

vagina, biasanya terjadi karena

dalam korban atau memasukkan

by T
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bisa berupa goresan kuku atau tangan pelaku.

yang tertinggal pada penis laki-laki

c) Janngan jendir vagina

d) Tanda penyakit kelamin Jaki-laki yang tertinggal pada vagina

¢) Bulw/rambut 1aki-laki yang tertinggal di sekitar bibir vagina.
f) Sperma Jaki-laki yang tertinggal dalam vagina.
Dalam hal tidak sampai terjadi persetubuhan  maka
at dikualiﬁkasikan sebagai tindak pidana

perbuatan dimaksud dap
o untuk bersctubuh

percobaan perkosad

(pasal 285 jo pasal 53

KUHP).

Berpijak pada
osaan jalah
akan tetapi tida
mela'kukan perkosa

ang datang bukan karena

pasal 53 KUHP maka yang dimaksud dengan

guatu tindakan yang mengarah pada

k sampai pada titik tujuan ;

Jjai un ok an, namun tidak

atu sebab ¥
gemikiam, untuk dapat dikategorikan

. pengal
maka harus dipenuhi syarat-syarat

n unsur kesengajaan. Jadi pelaku

Niat @ | mervp?
. untuk memperkosa korban.
an. Misalnya pelaku telah

r dan kuat kemudian

rerjad!
engan kasa
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melucuti pakaiannya. Apabila belum dimulai, maka -tindakan

ikategorikan sebagai perbuatan persiapan.

itu hanya dapat d
lan melangkah maju mendekati

Misalnya, pelaku baru beria

korban.
n karena kehendak pelaku.

c) Pelaksanaan tidak selesal buka
a, ketika pelak

k sehinggd

g sedang melucuti pakaian korban,

Misalny
mengundang perhatian orang

korban perteria
kemudian massa mcnghajamyﬂ-

r Hukum Pcrkosaan

is mengcn
ng Huku

di Kategorikan sebagai kejahatan
n, tindak pidana

di Indonesia sangat

ai dasar hukum perkosaan ada

m Pidana (KUHP) yaitu pada

_ Dasar-Dasa

n demikia perkosaan
dap Kesusilad™

dalam pandaﬂga" hukum |
erupaka? kejahatan terhadap kepentingan

terha

jelas, karen? perk©

huk coranga™
U]\“m pe aﬂg tc Tdapat p
vy ke dud bab XIV yang

aan adalah

pasal 285 , ckerasan atau
. Baran
n memaksa perempuarn

pasal 285 K
deng?”
. 4rinya bersctubuh dengan
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dia, karena perkosaan, di pidana denga
n

penjara selama-lamanya dua belas tahun

Pasal 286 KUH '
p : Barang siapa berset b

ubuh dengan perempuan
yang bukan jstrinya, padahal diketahuinya

bahwa perem.puan itu dalam keadaan

-dak berdaya, di pidana

na penjara selama-lamanya

dengan pida

sembi {an tahun.

alau Kejahatan yang diterangkan dalam

Pasal 295 KUHP (MK
pasal 286 1tU perakibat Juka berat
dana penjara selama-

dijatuhkan pi
a dua belas tahun-

jamany
yang di gterangkan

(2) Kalau kejahatan

dalam pas

al 285 dan 286 itu berakibat

matiny? orang, dijatuhkan pidana
selama-lamanya lima belas

penjara

arakat terdapat ancka macam
yakni hubungan Yang

palam '
masyarakat
anggotd masyarakat itu. Dengan

hubungan jtu, para anggota

dapat menjamin
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m hubungan-hubungan jtu tidak terjadi

keseimbangan agar dala

kekacauan dalam masyarakat.
menjamin keseimbangan dalam

Untuk menjaga atau
masyarakat diperlu

um itu bersifat mengatur

kan adanya aturan-

hubungan antara anggota
n-peraturan huk

hukum. Peraturd
arakat dan setiap pelanggar

aturan
dan memaksa antara anggota masy
peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi hukuman

perbuata n yang melanggar hukum yang

a hakel\'\tnya bertujuan untuk

pidana PAd

dilakukannya Hukum
menjamin kepastial pukum daP gesebandingan hukum, sehingga
hak asast manusia ’Icrlindun{,' gelain itU sanksi pidana
. hak-hak asasi manusia dan
k elmdungn
dimaksudkan pula unt
arakat  d
me‘njam1n keteftiban dan k tcntraman masyar a emi
t inya ke maia
- dang Hukv™ 1 pidana (KUHP) pasal
Dalam Kitab Undang'u
: m- acam hukuman, yaltu,
10 disebutk? gend! ac?
Kkok:
1 Hukuman»hu yman PO
a) Hu_kuman mat
b) Hukum?2? penja™
an
) Hukuman ng
Jend?
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2 Hukuman tambahan

a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu

b) Perampasan parang yans tertentu

¢) Pengumuman putusan b
pe]aksanaannya
jenis tindak pidana yang

Adapun dalam penjatuhan hukuman
gantung pada

tersebut sangat ter
gkmkan untuk s

atu jenis tindak pidana

i satu macam hukuman.

tertentu, P
idana perkosaan pelaku baru dapat

ah hukum P

Dalam masal
r delik

dikenakan sanksi hukumaﬂ apabila memenuhx unsur-unsu
u telah diterangkan

pidana yaitV pas?
- va untuk bersembuh dengan dia

aka ancaman pidananya selama-

kefasana
hatan tersebut berakibat

KUHP disebutka
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ngan pidana penjara sclama-lamanya

berdaya maka dipidana de

UHP ayat 1 menambahkan bahwa jika

sembilan tahun. pasal 291 K
bat Juka berat, dij
tara pasal 291 KUHP ayat

kejahatan tersebut beraki atuhkan pidana penjara

<clama-lamanya dua bela

ka kejahatanl tersebut berakibat matinya

akan bahwa ji

2 menyat
as tahun.

penjara selama-lamany? lima bel

orang, dijatuhkan pidana

d. Pembuktian perkosaan
{ atas, maka dapat dirumuskan bahwa

ya dapat dilakukan

dengan :

(1 K eterangal saksl
atu alat bukti dalam

Keteran gan

dengan -menyebu’t alasan dan

9
saksi jalah orang yang m olihat

ang melapor tentang

(Semﬂrang, - Aneka Nmu,

9 Kitah Undan§

l9
89)‘ hh‘l]_ 7

)
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(2) Pctunjuk

Petunjuk ialah hal-hal yang menjadi tanda terjadinya

sesuatu, dalam hal ini tanda terjadinya tindak perkosaan, ¥
aclls ang

g dialami korban akibat kekerasan. Misalnya

luka bekas cekikan tangan, {uka tangkisan dalam hal korban

a darah pelaku pada kuku

jawanan, adany

melakukan PeT

seba painya.

korban dan
ndnkasxl\'m tela

mengi h terjadi persetubuhan_

(b) Tanda yang M
cknya selaput dara dalam hal korban yang

Misalnya, rob
u tangan pelaku pada

masih perawan, san kuku 2t
rma jaki-laki yang tertinggal

h kcma]uan wa

daera
al ini petun]uk bisa

melaksanakannya. Sebab,

terdakwa bisa

georang
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bukti dalam proses pembuktian di muka hakim. Tetapi, jika alat

ini belum mencukupi, maka pihak yang berkepentingan dapat

mcnyempumakannya dengan cara menghadirkan saksi secara

fisik di sidang atau dengan menghadirkan alat bukti yang lain.

(5) Keterangan Ahli
an yang diberikan oleh

Keterangah ahli yakni keterang
seorang Yand memi]iki keahlian khusus tentang hal yang
atu perkara pidana guna

i d,‘perolch oleh saksi ahli yaitu orang

suatu 'perka'ra yang sedang
1 pemb uktian tindak perkosaan, saksi
, ‘bat dalam peristiwa perkosaan.
nlah pihak yang ™
di sidang untuk menjernihkan duduk
Keberadaannya
ool di sidang pengd gadilan. jika dalam sidang

n 'nm

ralasan dari terdakwa atau penasehat

ahli  maka hakim

5
2. Berdazarkan Ko7
antara kejahatan

Konsep KUHP
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mengelompokkan tindak pidana kesusilaan menjadi satu dengan judul

Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesu

dak lagi dilihat seba

silaan”.

gai persoalan moral semata-

Perkosaan ti
kup masalah anger dan violence yang

mata, Di dalamnya jug? menca

garan dan pengingkaran terhadap hak-hak

dianggap merupakan pelang

ya hak-hak wanita.

asasi manusia, khususn
Oleh sebab tU- pcngcrtian perkosaan (modern) tidak lagi
seksual tapi diperluas

difokuskan pada pemaks

sehingga mencakup

1) Forcible Rape
ng bertentangan dengan kehendak

puhi.
o ita dalam keadaan

2) Persetubuhan tanpa
tidak sadar) ) ) )
setujua? wanit2, tetapi persetyuan itu

er
3) persetubuha? dengan P
mbunuhan atau

ancama”

pen ganiayaan

dicapal mela ui
mraud i
by Frav i ang terjadi karena wanita percaya
: ers tu U .
yakni P nycwbuh;nya adalab suaminy
me

4) Rape
a. Jadi di sini

j yang
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Yakni 4
akmni persetubuhan dengan wanita berusia di bawah 14

tahun i
_ meskipun atas dasar suka sama suka.

b. D
asar Hukum dan Sanksi Perkosaan
n dalam konsep KUHP diatur dalam

Tindak pidana perkosad

pasal 389 yang menyebutkan bahwa

1) Di pidana dengan pidana penjara

i melakukan pcrsetubuhan dengan

p dengan kchendak perempuan

. melakukan persetubuhan dengan

rempuan tersebut.

(anp@ cetujuan P°
i melakukan persetubuhann dengan

erempuan tersebut, tetapl

perempuan dengd? rsetujud”
rsetujua tersebut dicapdl melalui oncaman  untuk
pe

atau dilukai.

melakukan pcrsetubulmn dengan

crsetujual perempuan

ke-4-
rempuan, denga?
terscbut pe

ja adalah orang yang

rcaya bahwa ia
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ke-5, seorang laki-laki melakukan persctubuhan dengan

yang perusia di bawah 14 tahun,

seorang perempuan

dengan persetu) yannya.
indak pidana perkosaan, dengan pidana

2) Dianggap jug?d melakukan U

penjara paling lama
dalam keadaany

atas .
. me masul\k'm alat kelaminnya ke

s atau mulut georans pcrcmpuan.
ukkan suatu penda yang pukan

ke-2, barangsiapa
n qubuhn¥d ke dalam vagin

a atau anus

indak pidana perkosaan

Beberapa hal ¥
idak harus ada kekerasan,

m
enuryt KUHP denga” Kkonse

1 .
- Bahwa untuk adanyd un
< persetujuan

Persetubuhan Y&"
laki-laki ke dala™ alat .
m anus a

alat kelamin laki—lak

\_//

12
Ibid, him. 117

A
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ke-S, seorang Jaki-laki melakukan persetubuhan. dengan

an yang perusia di

seorang perempu bawah 14 tahun,

ndak pidana perkosaan, dengan pidana
12 tahun dan paling rendah 3 tahun, apabila
ke-1 sampai ke-3 di '

2) Dianggap jugd melakukan t

dalam ayat (1)

atas .
: asukk

2, barangsiapa
. dalam vagina atau anus

Beberapa hal ¥
m
enuryt KUHP dengan KO idak harus @
10 :

1. -
Bahwa untuk adany? tind?
0 kehendak.
persetujuan

yang harus ada adal

2. T ‘
- Tindak pidand perkosaa“
erempu‘n
persetubuhan dalam ha
g dimak

{n
laki-laki ke dala™ alat kela™ ulut P
Jam anvis ate¥
. ke da a

alat kelamin laki-lak‘

Persetubuhan Y2©

\__//

P!
Ihid, him. } 17.

O
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n alat kelamin) ke dalam vagina atau

berarti
masuknya benda-benda (selai

a
nus seorang perempuan:
Konsep 1

p 1tu merupakan Jangkah maju dibandingkan keberadaan
yang Jama Yans cenderung tidak bisa

Tumus
an dalam pasa\-pasal KUHP

n kehidupan m

asyarakat. Kasus-kasus kejahatan

men

a -

gakomodast perkembang?
cji, vulgar, dan sangat

ndinya kasar, K

keke
rasan seksual yang modus Oper?

menjat
jatuhkan martabat Kemanusiaan

kesuci
sus
laan pada umumnya.

diaj :
ajarkan bagaimand ca
anusia menda

T . -
uhan dan sebag? lmbalannya m
1 manusia.

Manusia ditak

karunia Allah perup?d nafs? ser’

malah berakibat mef"gika

Oleh karena %
eks
peraturan penyalUfa“ hawd nafs¥ S
ait @

]ak] da em pan yaﬂ
n peremP nyawran

Selain hal rersebut

N
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Allah surat al-

dih .
aramkan. Hal ini dapal kita lihat dalam firman

Mukminun ayat 5-7:
Lq - Lyt ° s 8y o4 -
K eP‘J i S U il 2 sY ol
...o Lo uw‘jxa o' ° nu }&J\;Jij . 'SI
5 'uf A b it

maka segala bentuk

h dosa besar.

Dengan berpega”
fsu seksual adala

rhubungan dengan " na

penyimpangan yang b€
elah menimbulkan

adany@

,rsebut ¥
Pemahaman atas hukum Allah tersebu

penafsiran tersendir bag!

menyebut secara t€82° mengen?
penylmpangan seksual
kepuasan yang

an 1€
encarian

lebih jauh, perkos?

mengingat hubungan kela

dalah segald pentuk hubungan

tidak halal.
rk053“ a
atau dengan P

d k tﬂn ¢ aksa?m

senggama atau
yang dilakukan tidak 2
. _alah salah s

adanya pemaksad?

sesama jenis, |aki—lak1

perempuan kepada

kepada seseorans )’a"g
(Online).

Tahon.

1

S. al- Mu’
1 7
htrp., ' Muhyidin, re p’ﬂﬂ’ 271
www rahima.or-1d; 003, 4%

A
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Telah disebutkan di atas bahwa tindak perkosan adalah suatu

m. Adapun suatu

tindakan dikatakan

| perbu
atan yang melanggar huku
but memenu‘m' unsur-umsur

melan )
ggar hukum manakala tindakan terse

umur hukur pidana Istam. yaitu : 15
a. Unsur Formal/ Legal Element (al—Rukn al-Syar'D)
Unsur formal adalah Ketentuan gyara’ atau nash yang
dilakukan merupakan perbuatan

patan yang
ang dapat dihukum atau

bahwa perd

atakan scba

menyatakan
agal suatu Y

perbuatan

yang oleh hukum diny
kv nman terhadap

m hukt

menganc?

yang,
atang (sudah ada)

adanya nash (ayat)
harus d

tersebut. Mengenai keten
dan pukan sebaliknyd yai

dﬂakukan
~ Apabila ketentuan

tuan tersebut
itu setelah

sebelum chbuatan jtu

perbuatan dilakukan baru
clah pefb

tersebut datans set

aka ketentuan tersebut

ukum pidana Islam

tidak dapat diharapka™ y
| pahw?2
. unsy’ forma
Berkaital denga” :
: rti - «Tidak ada suatl
juga dikenal 4 qn 8dan® as?® Tegali®
uga diken?d eng . s
cgman tanpa & anya nas
dan't da da pul guat kxuma
tindak pldana antl y p
_Madi)
al-Ruk al
b. Unsur Mateml/Essenn Eleﬂ’@”' ( < gaan ot
| adany? (buatal ya
.1 gdald
Unsur atcml i - —— I
1 f]ma s
b uk J .
seseoran yans e sif/ engabd’?
fbua
perbuatan aktl aup¥ pe
\—,'/ fam ( anduns - AsY Syaamil Press dan
A P slcr
" * htial paru van Hooeve,
i 200T°p° —l M gakarts 17
0 : "
lgg zb}:}]m 135. aa _lan. an-klnpe[]lﬂ
7) h]m ] AZIZ

A
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¢c. U s .
nsur Moril/Cultural [ lement (al-Rukn al-Adaby)

Unsur moril adalah berupa pénanggungjawaban pidana yang
meliputi
eliputa kedewasaan, dapat bertanggund jawab dan dapat
i si pelaku

a di atas, merupakan

r-unsur tersebut

jarimah. Oleh karena jtu P

unsur ini harus dipenuhi.

Di samping unsur

khusus yang hany? terdapat P"d

mengenai unsur-unsur ¢ khusuS yans

perkosaan adalah:
a. Adanya persetubuhaﬂ

b. Adanya paksaa”

Islam percobas™

atau gishash, ™° elai? .
ok P

mcﬂgc“a‘ ind® ’
5 tida¥ g

aturan hukum
ak P‘dan ,
nd dikcﬂi“ add™

untuk percobaa

X gikenah
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baan melakukan tindak pidana lebih

selesai. Pendirian syara’ tentans pere
mencakup daripada hukum .positif, scbab menurut syara’ setiap

perbuatan yang tidak selesat disebut maksiat.

dikategorikan ke dalam perb

adalah ra 'zir, di mana hakimlah yang

. Dasar-dasar Hukum perkosaal
M dasar ukum pcrkosaan yang terdapat dalam Al-Quran
engenai '
sih persifat umum, jadt tidak menyuratkan
j ma S

dan al-ladits ada t€t4P
secara jelas dan terpennc

_7 seb
_Mukmint? ayat 57 % ’

. a
di atas, jelas menyebutk n bahwa * se8 "
Jadi d2P% di

) haram-
yang menyimpang adalel | ponyimpare

adalah haram karen? term
Kemudian men
k8 dap t

den . S
gan konseP per L and

tersebut termasuk

menyuratkan dengan J° 2 ) P
P o o e 3
(SA:-
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AJLJ\’ ’.‘:Sé*‘. o:) eL_gAch‘w\
3 (QA"A“\ J}“‘Jd\-ﬂ

NLRESry Lo AT S0l R Ui
T 5% )S'md-:-wu@l
lse;.)sr'.‘ .ﬂ;

p pelaku perkosa?

3. S .
Sanksi Hukum Terhada
gkal bahwa perkosaan

Tidak seorangpul ° yan
erhadap makhluk

ain merupakan

t
erhadap perempuar. juga t
-rhadap pelakunya harus

n dan t€

kejahatan terhadap mart
nis kejahatan

dihukum secard adil. pertanyd

annya @ adalah’ Termasuk je
rempuan tersebut, baik yang dilakukan

apakah perkosaan terhadap
(7 1ndcnt1ﬁk’\5‘ ini menjadi perlu untuk

secara individva! maupun kolekti!’
yang P as dijatuhkan

terhadap pelakunya,

menentukan hukuman apa
ihat dari dari segl

dari perspektif fiah-
. q jenis kejahatan dil
- hish dan1d ir?

Syari’ah [slam mene
i h hua’z‘:d, gisha!

berat ringanny? huk
ang diancam dengan

a. Jarimah Hudid
h ke Jahatan

gkan ya sebagai hak

jarimah =
ang ditent kadarm
hukuman 24¢ ,
(1ah W adalah suat hukuman yang tidak
g A2
1ch anusia- Hukuman Yans

Allah. pengertia” a
u dibatal'kan 0 |
Jun kualitasnya ditentukan

ar ]bml M /"h ]43

:: Tbnu Majah, Sund?
Topo Santos© o, Me onggot

A
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n olch penguasa (pemerintah),

pemaafan baik oleh perorangan maupu

artinya apabila seseorang telah melakukan tindak pidana hudfd dan
terbukti di sidang pengadilan maka hakim hanya bisa menjatuhkan

lah ditetapkan- pidana /2 hudiid

sanksi sesuai yang 1€

harus dengan saksi
alam hal menjatuhkan had

dapat dikenakan kepada 2

si pelaku harus sudah bali igh. Beb

yang termasuk dalam

mencuri, hirabah, dan

cnuduh 7ina,

Pemberontakan

lehash dan Dya!
g diancam dengan

b Jar im
’ ah
1\6]‘111313" )’a”

Jarimah q'ishésh dan diyit adald
atau hukuman ganti rugi.
i hukuman yang

g2 sama a
mlhk

o diyal ™

hukuman yan

Baik gishdsh maupy
gasara? dari kejahatal ini adalah integritas
imah qishdsh ada

telah ditenwkan batasny3~ .
ia. palam jar
, lebih mendatangkan

tubuh manusia, sen i
apabil? dipandan®

i bisa dengan caksi atau

kemungkinan pe ' o
n ﬁndak pldana
tidak dapat dikenakan
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¢. Jarimah Ta'zir
ang diancam dengan hukuman

Jarimah fa’zir adalah kejahatan y
ta’zir (hukuman yang bertujua'n untuk mcmbc‘ri pcngajaran atau

uman tersebut baik bentuk dan jenisnya

penjara rurungan). Huk
hakim. Adapun kejahatan  yang

diserahkan pada pcrtimbangaﬂ

termasuk di sini

kejahatan tersebut di atas
aduan 2

asih and

n bisa dengan
akan had

Pembuktia |
k-anak tetap diken

masyarakat. Untuk pelaku yang ™

karena hukuman ¥2

n ka’tcgori di atas k
rtai pemakSaan

Berdasarka

erzinaan dise
dua bentuk atat jenis Kejahata™ pertamd: P
rumuskan sebagai tindakan yang

; pihak lain yang disertai
dasar
idak melakukan perbuatan

dilakukan seseoran
20

ancaman sehing&? ap2

tersebut, kesel amatan
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menolak tindakan yang dipaksakan kepadanya. Umpamanya, jika ia

k orang/pihak yan
gota tubuhnya.

tidak menuruti kehenda g memaksanya, maka akan

terancam keselamatan jiwa atau ang
kni ancaman yang tidak

aan relatif, ya

b. Tkrah gair al-mulji, pemaks
tubuh, sepertl

sampai menghilangkan n
pukulan yang tidak

diancam akan di

berbahaya, atal d1ambﬂ scbagl

memiliki kekuasaan untt

pemaksaan (korban) tidak

hal-hal yang membah?
dalam

mengikat dan ™
22
menghancuﬂ(an harta ng dipaks2 berzina
bah\Va P

Menurut jumht
tidak dapat dihukum paik pak
hal ini keada?™ rerseb!t
Kaidah fiqh mcnyebutkaﬂi , * g0 4 b‘:)o s 5, 3‘
P s 0 - — -,
23 s _)ﬁl C

7
wa™ * ol

1F ere p }1;1/)'(1/

22
; mmﬁ aft?
Husem Muha am mil, fl" i

23
457, Faturrahmar

\
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Alasan .
nya adalah Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173 dan surat

al-An’am ayat 119:

u le P
al) B Jﬁz\ ) ?g&e} . ;,SSL;A:@
pernah pad guatu har dibawakan kepada

Ada diriwayatkan bahwa

Um
ar seorang wanita Y27

U i

mar menyuruh supay? wanita

" . m bcbkt i

Mungkin ada sesuatu keudz¥ enyebabian dia
2 "AP2 yang ™

b fma"
erzina”. Maka pertanyala
b "SaY2 ‘mcmpunyai seorang

a ada air dan ada susu,

enek
ngkau berzina 77 S
q haus meminia

teman sama-sam
S _
edang padaku tidak ada
L o, dia tid
diberikan sedikit suS! untu "
, o difik
kepadaku sebelu™ aku ™ ?
nampik. Tetap? setclah a 5 pad" ang dia 'kehendaki.
) “tan <9 ¢

Jiwaku, terpal\salah aku
N u mef

Sesudah itu bar!
" ]alu'

n AllahY AKDE
untuk perzina,

berkatalah Al
]73.26

. iaki»lakl

Adapun

kontroversi muncy

2

25 82 al-Baqard ‘9

. al-An’am 1 al,
Faturrahman Jam“' fi ’m/
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Syafit, tlambali, dan Syi'ah

(lemah) di
) di dalam mazhab Maliki, Hanafl,

kuman had. Alasannya kalau laki-

Zaidi

ivah. 1

yah, ia tetap harus dikenakan hu
aminnya menegang, karena

jika alat kel

laki i :
tidak bisa dikatakan dipaksa
a alat kelamin tidak

ya. Baru apabil

kesediaann
dak dikenakan hukuman

te )a .
gangnya itu menunjukan
a - . . . 2 .
gang tetapi tetap dipaksa maka di S'™ ja ti
i mazhab-mazhab

"
ipaksa untuk berzina

pere
m
puan statusnya@ sama

te
gangnya alat kelamin itu ka

da )
n hal itu lebib panyak
jkrdh atau P2

kesed;
sediaanya. Terlepas dari

m
erupakan subhat yan

G
olongan Zhahiriya? berp®
K ]aki—]aki .
gebalikny? untuk

yang dipaksa ik perzin® bal
: . atau
n jaki-iak *
SESeOTang pcrcmP“a" enahan 5601'3 g
a hukuﬂ’"‘ =

bers:
1zina dengan diriny®
d . empuam
ipaksa baik laki—lakl may '
. un tldak

b )
cbas, dalam arti !

) |
igh adalah menga®”

. a
Audtih, Al fﬂ.<f')’

19 27
0, .
) N 3 Qadir !
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oleh )
seluruh ahli figh. Pelaku perkosaan dengan kekerasan dikenakan

kuman atas perzinaan ¥
Jdua, hukuman atas

aitu cambukan 100

h
ukuman ganda, perfama, hu
ka

li atau dirajam dihadapan massa. 1an ke

u melukai anggota

ang sebanding dengan

a ia menganiaya ata tubuh korbannya),
n hukuman y

man, hukumanny

penganiayaan (jik

Yaitu gishdsh, dibalas denga
a adalah fa Zir.

atas pada anca

Perbuatannya. Apabila terb
ng mcnentukan hukumannya.

n hakimlah yan

D .
alam hal ini keputusd
alah hirabah.

per kosaan ad

Kemungkina

|
M mungkin mcnghcmnkan

Selaly diartikan sebagd! perampo okan

sec
ara terang-terangan

sering dikatakan scbagal Pe"c

Objek paling sen

benda disertai kekuatd’

Prosesnya tindakan atatl

pembunllhan, pelukaan/penga 13

S .
emata, Hampir semt? ahti f

Pandangan i™

Mengatakan :
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& gy Wl
E A e Ly‘ﬂ\ ;\3; v

o4 48 o " 0 . .
> ' 9 .u :1,9‘, | 9,1 ,,’,3
28 o 4t ©
uﬂ)ﬂ o ) gou }1 sUA O
menurut para ahli

. muka bumi,

Makna me

ﬁqh
deng
cngan ketentuan hukuman s€

k
emungkinan tet]

Atas dasar itu mcnaﬂ

a aliran deahir! (skT1

Malikiya

ahly
li figh terkemuk
azm, 5

ma
dzhab Syaﬁ’iyah dan o 1
M

whammad, mengataka®

“Al-Muhd
Muhdrib (petaky keja

S .
ekali, pada mala™ hari 8t
3mlmpm
pasuk

asjid, dlpimpin ole
1 pin Pem
{uas yan

selain khalifah (pem

lainnya, bergeromP® di 1 i dir;mumas

penduduk, di xota pess atal ](6031, 5 Off‘dang perjalan d mengancam

yang menyerang orang le oot (yaﬂg > meluk? t melakukan

d mefamp()- ate? N

engan membu™ ataV ks edikit atal panyak, hart
adalah mu},{irib.

pelecehan geksu?

\—//

2
Q.S al-Maidal 33.
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dihuk
U]\u]n | T ” P .
sebagal muhdrib, cebagaimand dikemukakan gecara jelas dalam

ayat Al-Qur'an (al-Maidah - B
alah pcndapat ahli Tigh madzhab Syafi’i dan

Sejalan dengan itu ad
seksual secard

madzhab Malik. Mereka bcrpcﬂdapat hahwa pelccehan
terang-terangan adalah 7 ,-m;,ah?“’ Dengan demikian, hirabah, menurut dua
madzhab ini lebih kompleks, me]iputijenis kejahatan publik.

it dikategor

Apabila perbuatan tersebt

pat diken

ikan ke dalam kejahatan
: uman di antard pentuk-bentuk

hirabah, pelakuny? da qkan huk .
t Al-Quran di atas. Menurut

a diun gkapX
imbangan

vang ada scbagaiman
. g diserah
madzhab Maliki, penemuan enis pukum
" - vat dan bukan
| 7 kcadlinn) masyarakat
hakim sesuai dengal kemaqlahatfm (
31
' . Ltentu-
didasarkan oleh kepemmga terte?
4
' Pemb .
uktian PCTkosaaﬂ ] . perkoqaan d Lategorlka ke dalam
. da 5
Menurd? huiet o 1 karemnya pﬁla'k-u -per'kosaan
- c [
T L na dt 0
jarimah fudud yaitt janm = | pembuktian ntuk
. . n dﬂlﬂm h pC
dapat dik hukuma? pad zind Begttupu b zina adapun card
ikenai hukt , ah 7 ada ;
o ktian
tindak . ,q samd Sepertl Pbmbu
a perkosaanjuga ¢
' t;m;rikut —
ksl . ad apabila
a. Pembuktian dengal sk Japat dgikend! pukuman nad apabi
ru 98 - il
Pelaku pe kos n ba . . 1-11{.1";“1 empat orang SaI\S‘ﬂ
" k“ i N
h dapdt dibv - Apabi]f’ gaksi 1 kurang
Perbuatannya cl2 i mal 7ind:
A18
emb”l‘
sebagaiman? pada p

4, Fiah pirn 1

29

30 Husein Muhamrﬂﬂ ;

% Thid
1hid




ma. Hal ini

tersebut tidak dapat diteri

dari empat, maka pcrsaksian

a itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak

apabila pembuktianny
ada bukti-bukti yang lain.
yang perlaku untuk persaksian dalam

arat-syarat pcrsaksian

syarat khusus.

Adapun syarat-syarat
sebagaimand sy

tindak perkosaan adalah jarimah
zina yang melai

32
Syarat-syarat umum :

1) Balig
2) Berakal

3) Kuat ingatan
4) Dapat berbicard
5) Dapat melihat

6) Adil
7) Islam
saksia™ 3

8) Tidak ada pﬁﬂgha] n
gt KNUSY 2

1) Laki-laki | .
(menyaks' den’
am 5
3) Persaksian harus dald
cmpat ora"® o di p sah oleh
4) Bilangan sakSi harv® ditel’i da
g eyaki"kaﬂ’

2) Al _Ishalah

5) Persaksial ha
rGraﬁkB,

hakim
I"'-I[ﬂﬂa

v g
HII o m p;dan

1
.. Ahmad Wardi M

3
Ihid, him. 48.




b. P
B e en
mbuktian Dengan Pengakuan

perkosaan dengan sY¥

D

2)

3)

4)

Pengakuan dapat digunakan sebagal alat bukti dalam tindak

arat-syarat sebagai berikut M
dinyatakan

Menurut Imam Abu
rbuatan perkosaan-.

h melakukan pe

hwa 18 tela
n Imam Syafi’i bahwa

sebanyvak 4 kali ba

Akan tetapi
ulang, karena

ia tanpd di ulang"
dak akan

pengakuan 1
cmberitahuan ti

pengakuan ini suatu

bertambah dengan cara
mcnjclaskan tentang hakikat

34
Ihid him. 53.
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ngakuan tersebut tidak diterima. Gedangkan [mam

hmad tidak mensya

sidang, maka pe
Malik, Imam Syafi'i dan Imam A ratkannya.”
aratkan bahwa orant yang menyatakan

5) ITmam Abu Hanifah mensya
s bisa perbic

ara, tetapi jumhur fugaha

n tersebut haru
. orang yans bisu bisa diterima

pakuan dan

pengakua

menyatakan bahwa pence
pat dlpahaml

7

apabila jsyaratnya da

c. _ :
Pembuktian dengan garinah

dalam perkosaan

wanita yang tidaK persuam!-

ini kejelian h

tersebut benar-ben?
dasar suka sam@ suka.

etun)¥ y . .

Selain it¥ tandd ‘ au hasil yisum dart

cidik ] n

pembuktian, jugs 42

doketr atau ahli-
. i ada]ﬂh

ka2

Al 7oy

Au dah,

K
%3
lah, 99Abdtﬂ Qadir al
]6) him. 437.
bid, him. 436.
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Qasamah dilakukan oleh korban atau keluarga korban yang

elah memperkosa korban. Sumpah di

i yang menyatakan bahwa tersangka

nantap dan past!
a-sama dengan orang

menyatakan bahwa terdakwa t

svaratkan harus I
melakukan perkosaan ity sendiri, a2y persam
n oleh terdakwa yang menyatakan

jan dengan qasamah ini

lain. Sumpah Jug

bahwa ia tidak mdakul\an perkos
i asus rkosaan an
merupakan suatd card untuk menyelesaxkan kasus PE yang
Jlat bukti yang jazim, SCP° saksi, pengakuam

tidak terdapat alat

maupun qarinah.




UM pOSITIF DAN

DALAM HUK

A. D
ari Seoi
oo
gl lmplcmcntnsi Jjukum’

Kej
cjahatan perkosaaf yans
men,.

empatkan k isi
patkan korban dalam posIst tidak

bisg
a dijari
jaring dengah suatu

dai akibat pusal—pusul yang
peluang
ang untuk menjaringnya gecard tegas:
m KUHP (pasal 285 KUHP) hanya

ferumus da
erdapat

Jenis hukuman yang
m . - . -
enyebut - satu jcnis hukuman. gelain jitu di Jalamny2 juga U
1l en|
g antard lain tidak P jatuhan
ini menjadi sa

k
elEmahan, yan
lcmallﬂr‘

huk
uman kepada pelaku. Ke
an V0“"

haki
im untuk men) aluhk

Masyarakat.
dat

Selain 1Y

ta
mpaknya Jug? pcri u

meni
enimpa korban pukd

n .
amun jugad (etahand”

tidak berdaya i dap?!

mnya.

Penegakan huky
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Bukan tidak mungkin, korban akan menjadi takut melaporkan

(mengadukan) kasus yang menimpanya karena khawatir cacat fisik maupun
psikologisnya diketahui oleh publik (masyarakat). Hal ini akan menjadikan

data resmi yang dilaporkan pihak berwajib kurang lengkap, sebab tidak

adanya partisipasi korban untuk mengungkap kasus yang dialaminya sendiri.
Begitupun terhadap masalah pembuktian, pihak penegak hukum dapat
mengalami kesulitan mencarl bukti-bukti untuk mengungkap Kkasus perkosaan

r di tengah masyarakat, namun tidak ada dukungan

yang sudah cukup popule
Di samping korban tida

gadukan, padahal dalam mengun

k mau mengadukan, juga korban

dari pihak korban.
gkap kasus

enggan segera (secepatnya) men
ranan korban sangat me
a hukum pidana lebih menekankan

kejahatan perkosaan, pt nentukan.

Di samping 1tu tujuan utam
hat (pembuat delik). D

an perlindungan terhadap hak-hak

engan demikian bahwa

pembinaan pelanggar atau penja

sih bercorak memberik

tujuan tersebut ma
g secara jangsung melin

asasi pelakunya, sedangkan yan dungi hak-hak asasi

terlihat menjadi prioritasnya.

pelaku pemerkosaan

perbuatan zina, Yyang

korban tidak begitu
(pemerkosa)

Menurut hukum  Islam,

dikatcgorikan sebagal pemaksa terjadinya
gian pada korban. Dengan adanya pemahaman demikian

akibatkan keru
ak-tidaknya proses
pelaku perkosaan dap

nakan pada kasus perzinaan.

penjatuhan

meng
penyelesaian hukuman dan

. U, maka Setid
at berpijak pada proses

Jkuman yang dike
ar minimal dan bukan mengacu

pcnyclcsaian
alah stand
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‘naan, kKhususnyd dalam hal penjatuhan

secara -
mutlak terhadap kasus perzl

sanksi hukumnya.
raktek, pclaku perkosaan tidak mudah dijaring
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substansi
sial dalan 1 i
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Aspek pcrlindungan terhadap akibat-akibat yang dialami korban
1
kejahatan perkosaan tidak terjamin terutama dalam hal:
1. Korban tidak mcndupatkan ganti rug! dari pelaku karena keputusan yang

dijatuhkan hakim hanyd menjé
2. Jika terjad kchamilan akibat
mendapatkan PLFl]HdUﬂn’lﬂ yang

legas n‘u:mtmlchkun.

Tidak ada pcnual\uan status

wo

Hal itu berbeda gengan hv
:  minal per

Nasib korban. pihak korban i

dsasinya sebagal orang yans

Perempuan

perkosaan, d)burlj’ﬂd“ ¢
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2
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3. Jika terjadi ke N
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. aklbﬂt

4 Anak yans dik?

b. Boleh mela
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Scksuul, (Bandung :

Ry ' A Wahid dan
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1. Baoj

. Bagi masyararat. b :c1past
svarakat. Lendaklah mecngantisipast agar tidak terjadi perkosaan

n untuk menjaga diri agar tidak menjadi penyebab

-akni bagi
yakni bagi perempud
juga menjadi kewajiban

erhkosas
perkosaan. Dan dalam waktu yans

bagi laki-laki agaf tidak sam

memperte : 1
pbrt«.bal keimanan dan meningk

perilakunya dapat (erkontrol dengan

2 formas

. Bug punumt yan (reforma51)
kejahatan perkosaan
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hukum posm( (
, ang 580
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K eadaan-keadaan yang darurat membolehkan segala yang

dilarang
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Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia
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Allah dan Rasul-Nyua sertd mengadakan kerusakan di muka
bumi ialah dibunuh atau di salib atau dipotong tangan dan
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Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/46/2005
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 19/Tahun 2005,

Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

(STAIN) PURWOKERTO

NIM - 01264005
Jurusan -~ Svari'ah

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XV Tahun Akademik 2004/2005 di

Desa . Pasiraman Kidul
Kecamatan Pekuncen
Kabupaten Banyumas

31 (A
Mulai tanggai 18 April sampai 23 Mei 2005 dan dinyatakan lulus, dengan nilaj i

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikutl ujlan
munaqasah skripsi.

Purwokerto, 30 Mei 2005
Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto
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Anitar Raluwrowati
01264003

Atas Partisipasinya dalam Workshop Advokasi dan Kepengacaraan, pada tanggal 23 - 31 Maret 2004 di Gedung Pusat
STAIN Purwokerto, sebagai :

PESERTA

Purwokerto, 31 Maret 2004
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NIP 150 252 267 NIP. 150 299 959
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Nama
Tempat taggal lahir
Agama
Kewarganegaraan
Status
Alamat
Nama Orang tua

a. Ayah

b. fbu

PENDIDIKAN :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Anita Rahmawati
Banyumas, 8 Maret 1983
[slam

[ndonesia

Belum Nikah
Sumampir RT 03/11 Purwokerto Utara, Banyumas

Nirdam
Supriyatun

1. SDN Purwosari 11, Lulus tahun 1995

2. SMPNO9 Purwokerto, Lulus tahun 1998

3. SMUN?2 Purwokerto, Lulus tahun 2001

4 STAIN Purwokerto Jurusan Syariah, lulus teori tahun 2006

Demikian daftar riwayat hidup kami buat sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya.

Purwokerto, September 2006
Yan membuat
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Anita Rahmawati Rahmawati
NIM. 01264 003




